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Munculnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana 
dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur 
kembali adanya persetujuan dalam pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang 
mana sebelumnya mengenai persetujuan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, dengan adanya dua aturan yang 
berbeda tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak 
Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan 
melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Apakah setelah berlakunya Peraturan 
Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 
66 ayat (1) UUJN Penyidik dаlаm melаkukаn pemаnggilаn kepada Notaris terkait 
dugaan adanya sengketa atas Akta Otentik yang dibuatnya berpedomаn pаdа 
Permenkumhаm Nomor 7 Tаhun 2016 yаng mewаjibkаn dengаn persetujuаn 
MKN, аtаu berpedomаn pаdа Putusаn MK yаng tidаk menghendаki аdаnyа 
persetujuаn pаdа pemаnggilаn yаng melibаtkаn Notаris. 
 
Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan melakukan 
penelitian di Kantor Kepolisian Malang Raya. Data diperoleh melalui Data Primer 
berupa hasil wawancara dan Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh 
Penulis. Populasi menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisis data yang 
digunakan penulis ialah Deskriptif Kualitatif.  
 
Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan Pertama  
yaitu Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian dalam Proses Penyidikan 
setelah Pemberlakuan Permenkumham dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 di Malang 
Raya bahwa setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Kepolisian 
Malang Raya  telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN dan 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaannya. 
Namun terhadap Penegakan Hukumnya sendiri ketentuan tersebut belum 
dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum itu sendiri. Kedua yaitu Pelaksanaan Kewenangan MKN 
Wilayah Jawa Timur terkait kewenangannya memberikan persetujuan terhadap 
permohonan pemanggilan Notaris yang dilakukan oleh Penyidik, telah 
dilaksanakan dari awal tahun 2017, mayoritas Notaris yang diperiksa adalah 
terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti otentik. Dalam melaksanakan 
kewenangannya tersebut MKN Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa 
kendala atau hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah kurang 







The effectuation of the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 
of 2016 as implementing regulation of the provision of Article 66 Paragraph (1) 
of Act concerning Notarial Post Number 2 of 2014, re-regulating the existence of 
agreement regarding summoning a notary in relation to the original of deed, has 
previously been cancelled by Constitutional Court Decision Number 49/PUU-
X/2012. Existence of two different decisions leads to confusion and uncertainty in 
law for police as law enforcers with binding authority to summon a notary. 
Whether the effectuation of Regulation concerning Law and Human Rights 
Number 7 of 2016 as implementing regulation for Article 66 Paragraph (1) of Act 
concerning Notarial Post in summoning a notary over authentic deed-related 
conflict refers to the Regulation of Law and Human Rights Minister Number 7 of 
2016 that requires the approval of the Honorary Notarial Board or it refers to the 
Constitutional Court Decision that requires no approval for summoning the notary 
is questioned.  
This research was conducted in Police Department of Malang, employing 
empirical juridical method. The primary data was obtained from interviews and 
direct observation, and the samples were taken based on purposive sampling 
technique, followed by an analysis based on qualitative-descriptive analysis.  
The research result reveals that, firstly, the subpoena of the notary performed by 
the police for enquiry following the effectuation of Regulation of Law and Human 
Rights Minister Number 7 of 2016 of Malang has referred to the provision of 
Article 66 Paragraph (1) of Act concerning Notarial Post and Regulation of Law 
and Human Rights Minister Number 7 of 2016 as the implementing regulation. 
However, in terms of the law enforcement per se, this provision has not been 
maximally implemented due to several factors affecting the law enforcement. 
Secondly, the implementation of authority of the honorary notarial board in East 
Java in terms of approval for the subpoena has been performed since 2017. Most 
notaries inquired were involved in falsification of authentic evidence. Performing 
the authority is not without hindrance, one of which comes from notaries, and 








1.1.  LАTАR BELАKАNG 
Munculnya profesi Notaris di Indonesia merupakan salah satu 
bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dalam lingkup 
masyarakat, diantara kebutuhan masyarakat tersebut terdapat beberapa 
kebutuhan yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan 
hukum secara keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara para 
pihak yang terlibat didalamnya. Hubungan hukum secara keperdataan 
yang dibentuk oleh masyarakat dapat melalui suаtu perbuаtаn hukum 
dalam bentuk perjanjian yаng sengаjа dilаkukаn untuk menimbulkаn 
hаk dаn kewаjibаn kepаdа pihаk-pihаk yаng bersаngkutаn, untuk lebih 
menjаmin adanya suаtu kepаstiаn hukum diantara para pihak yang 
bersangkutan dalam perjanjian, mаkа seorаng tersebut membutuhkаn 
Notаris sebаgаi Pejаbаt yаng dаpаt membuаt suаtu аlаt bukti yаng 
bersifаt otentik. 
Di era modern kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris terus 
meningkat, dimana Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang 
diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembuatan akta 
otentik.  Mengingat akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan 
terpenuh dalam setiap hubungan hukum dan kehidupan masyarakat. 
Hubungan yang dimaksud mencakup hubungan bisnis, kegiatan di 
bidang perbankan, pertanahan hingga kegiatan sosial. Kewenangan 
Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik diatur didalam 
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 





“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 
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dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya.” 
 
Mengenai bentuk dan jenis akta otentik yang menjadi kewenangan 
notaris diatur lebih lanjut didalam Pasal 15 UUJN, yang berbunyi : 
Pasal 15, 
“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh 
peraturang perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 
memberikan grosse, salinan dan Kutipan Akta, semuanya itu 
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
Undang-Undang.” 
 
Notaris sebagai Pejabat Umum, diangkat dan diberhentikan oleh 
Negara yang diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. Namun walaupun diangkat dan diberhentikan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya notaris 
merupakan Pejabat Umum yang memperoleh wewenangnya secara 
atribusi,1 karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh 
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) itu sendiri. Jadi, wewenang 
Notaris bukan diperoleh atau berasal dari lembaga lain, seperti misalnya 
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Wewenang atribusi 
sendiri memiliki pengertian yaitu, pemberian wewenang yang baru 
kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 
atau aturan hukum. Seperti halnya wewenang yang dimiliki oleh Notaris 
adalah berasal dari Undang – Undang Jabatan Notaris itu sendiri. 
Beberapa kewenangan yang diberikan kepada Notaris, kewenangan 
umum yang merupakan sebuah karakteristik dari seorang Notaris yang 
adalah pembuatan Akta Otentik.   
Akta otentik sendiri memiliki pengertian yang diatur dalam Pasal 1868 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang berbunyi : 
                                                             
1 Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat 
Akta Tanah, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018. Hlm.6 
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“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – 
Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu di tempat akta itu dibuat.” 
Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurna, merupakan sebuah dokumen 
yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna dalam 
hal ini adalah hakim menganggap semua yang tertera dalam akta 
merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat 
membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Akta Otentik dibuat 
dihadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat 
dipastikan , ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak 
memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.  
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris serta untuk 
menghadapi perkembangan perekonomian global yang semakin 
kompleks, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan 
terkait  Ease of Doing Business (EODB)2 di Indonesia. Maka kedepannya 
akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan Notaris sangat besar, 
karena masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan 
hukum yang diberikan oleh Notaris dapat benar-benar menjamin 
kepastian hukum serta dapat dipertanggung jawabkan kepada siapapun 
termasuk dihadapan hukum. Oleh karenanya sangat dibutuhkan 
pembinaan serta pengawasan terhadap Notaris, selain itu terkait 
pentingnya dan kekuatan sempurna sebuah dokumen negara yang 
dihasilkan oleh Notaris, dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat 
umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang 
– Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi 
Notaris, agar sebuah dokumen yang dibuat tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Pengawasan dan 
pembinaan Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan 
pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris 
(MPN) yang mana ketentuan tersebut diatur dalam UUJN baik sebelum 
perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 dan setelah perubahan yaitu 
Nomor 2 Tahun 2014 yaitu dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi : 
                                                             
2 Indeks Kemudahan Berbisnis 
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“Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas 
adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.” 
 
Majelis Pengawas Notaris (MPN) sendiri, berdasarkan Pasal 68 UUJN 
terdiri atas : 
a. Majelis Pengawas Daerah 
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan 
c. Majelis Pengawas Pusat 
Berdasarkan pembagiannya tersebut, Majelis Pengawas 
mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing. Dibalik peran 
Notaris yang sangat penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat 
bukti terkuat dan terpenuh, Keberadaan Majelis Pengawas sebagai 
badan yang mempunyai kewenangan melaksanakan pembinaan serta 
pengawasan terhadap Notaris mempunyai peran yang penting. 
Pembinaan dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil 
yang lebih baik terhadap peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris, 
sedangkan pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat 
mendukung hasil. Baik pembinaan maupun pengawasan perlu dilakukan 
karena jabatan Notaris rentan melakukan pelanggaran dalam 
melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam UUJN. 
Terkait pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak sengaja dilakukan 
oleh Notaris, apabila Akta Otentik yang dibuatnya dapat menimbulkan 
kerugian,maka pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Akta 
Otentik tersebut dapat melaporkan kepada Pihak Kepolisian, bersumber 
dari laporan tersebut Pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan membuat 
surat panggilan untuk melakukan pemanggilan kepada Notaris yang 
bersangkutan menjalani proses penyidikan. Seperti halnya profesi 
Kedokteran ketika diminta oleh pihak Kepolisian untuk datang dalam 
proses penyidikan, pihak Kepolisian harus lebih dulu meminta izin 
kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hal tersebut juga berlaku untuk 
profesi Notaris. Sebelum UUJN mengalami perubahan, yaitu UUJN 
Nomor 30 Tahun 2004, dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa : 
“untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang 
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memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan Notaris.” Dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian pun 
untuk memanggil Notaris baik sebagai saksi maupun turut tergugat, 
UUJN sebelum perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 menghendaki 
adanya persetujuan terlebih dahulu dari MPD hal itu dimaksudkan 
sebаgаi bentuk untuk melindungi profesi Notаris seperti minutа аktа dаn 
sebаgаinyа, UUJN menghendаki аdаnyа kewаjibаn mendаpаtkаn 
persetujuаn terlebih dаhulu dаri MPD аpаbilа pihаk penyidik аkаn 
melаkukаn pemаnggilаn kepаdа Notаris, persetujuаn tersebut 
dimаksudkаn аgаr dаlаm menjаlаnkаn tugаs jаbаtаnnyа Notаris tidаk 
tergаnggu kаrenа sering dimintа untuk hаdir dаlаm penyidikаn аtаu 
proses perаdilаn.    
Namun setelah ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut dilaksanakan, 
bahwa setiap pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus berdasar 
persetujuan MPD, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut tidak 
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Melаlui putusаnnyа yаitu 
Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, MK mengаbulkаn 
permohonаn pengujiаn UUJN Nomor 30 Tаhun 2004, yаitu “Menyаtаkаn 
Frаsа dengаn “Dengаn Persetujuаn Mаjelis Pengаwаs Dаerаh” dаlаm 
Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN tidаk mempunyаi kekuаtаn hukum mengikаt, 
pendаpаt Mаhkаmаh Konstitusi tersebut diurаikаn dаlаm pertimbаngаn 
hukumnyа yаng menyаtаkаn sebаgаi berikut :3 
1. Menimbаng bаhwа pemаnggilаn Notаris, yаng mаnа penyidik 
Kepolisiаn terlebih dаhulu hаrus memintа izin kepаdа Mаjelis 
Pengаwаs Dаerаh untuk memeriksа Notаris dаlаm perkаrа pidаnа, 
menurutnyа ketentuаn tersebut bertentаngаn dengаn prinsip 
“Persаmааn Kedudukаn di dаlаm Hukum” bаgi setiаp wаrgа 
negаrа Indonesiа, tidаk terkecuаli Notаris, sebаgаimаnа ketetuаn 
Pаsаl 27 аyаt (1) dаn Pаsаl 28D аyаt (1) UUD 1945; 
                                                             
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, menjatuhkan putusan dalam 
perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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2. Menimbаng bаhwа proses perаdilаn oleh penyidik, penuntut 
umum, аtаu hаkim untuk mengаmbil dokumen-dokumen dаlаm 
penyimpаnаn Notаris dаn memаnggil Notаris untuk hаdir dаlаm 
pemeriksааn yаng berkаitаn dengаn dokumen-dokumen yаng 
dibuаtnyа yаng hаnyа dаpаt dilаkukаn dengаn persetujuаn Mаjelis 
Pengаwаs Dаerаh, menurut Mаhkаmаh termаsuk dаlаm kelompok 
pengаturаn yаng sehаrusnyа tidаk mengаndung perlаkuаn 
berbedа yаng bertentаngаn dengаn prinsip equаl protection 
sebаgаimаnа dijаmin oleh Pаsаl 27 аyаt (1) dаn Pаsаl 28D аyаt 
(3) UUD 1945 yаitu persаmааn аtаu kesederаjаtаn di hаdаpаn 
hukum dаn pemerintаhаn; 
3. Menurut Mаhkаmаh perlаkuаn yаng berbedа terhаdаp jаbаtаn 
Notаris tersebut diаtur dаn diberikаn perlindungаn dаlаm Kode 
Etik Notаris, sedаngkаn Notаris selаku wаrgа negаrа dаlаm proses 
penegаkаn hukum pаdа semuа tаhаpаn hаrus diberlаkukаn sаmа 
dihаdаpаn hukum dimаksud dаn dijаmin oleh Pаsаl 27 аyаt (1) 
dаn Pаsаl 28D аyаt (3) UUD 1945. Oleh kаrenа itu, kehаrusаn 
persetujuаn Mаjelis Pengаwаs Dаerаh bertentаngаn dengаn 
Prinsip Independensi dаlаm proses perаdilаn. (“justice delаyed 
justice denied”4). 
Akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada tahun 2013 
pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh Kepolisian tidak perlu 
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari MPD. 
Seiring perkembаngаn wаktu, beberаpа ketentuаn dаlаm Undаng 
– Undаng Jаbаtаn Notаris Nomor 30 Tаhun 2004  mengаlаmi perubаhаn 
setelаh diterbitkаnnyа Undаng – Undаng Jаbаtаn Notаris yаng bаru 
yаitu Nomor 2 Tаhun 2014. Nаmun yаng menаrik, ketentuаn dаlаm 
pаsаl 66 UUJN (sebelum perubаhаn) terkаit pemаnggilаn berdаsаrkаn 
persetujuаn MPD, dаlаm UUJN yаng bаru ketentuаn tersebut tidаk 
dihilаngkаn melаinkаn digаnti “berdаsаrkаn Persetujuаn Mаjelis 
Kehormаtаn Notаris” (yаng selаnjutnyа disebut MKN) hаl tersebut 
                                                             
4 Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak 
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dituаngkаn dаlаm Bаb VIII tentаng Pengаmbilаn Fotokopi Minutа Аktа 
dаn Pemаnggilаn Notаris. Dimаnа dаlаm Pаsаl 66 UUJN terbаru ini 
ketentuаn аyаt (1) Pаsаl 66 diubаh sertа ditаmbаh 2 (duа) аyаt, yаkni 
аyаt (3) dаn аyаt (4). Perubаhаn UUJN tersebut tetаp mengisyаrаtkаn 
аdаnyа “Persetujuаn” dаlаm pemаnggilаn Notаris, wаlаupun 
sebelumnyа pemberiаn persetujuаn tersebut dilаkukаn oleh Mаjelis 
Pengаwаs Dаerаh dаn telаh dibаtаlkаn melаlui Putusаn Mаhkаmаh 
Konstitusi, nаmun tidаk membuаt UUJN (setelаh perubаhаn) Nomor 2 
Tаhun 2014 menghаpuskаn ketentuаn Pаsаl 66, ketentuаn аtаs 
pemberiаn persetujuаn dаlаm pemаnggilаn Notаris mаsih dicаntumkаn, 
hаnyа sаjа kewenаngаn tersebut diаlihkаn kepаdа Mаjelis Kehormаtаn 
Notаris (MKN). Sedаngkаn аpаbilа melihаt pertimbаngаn hukum аlаsаn 
MK menyetujui membаtаlkаn frаsа dаlаm Pаsаl 66 UUJN “dengаn 
Persetujuаn MPD” аlаsаn tersebut lebih mempermаsаlаhkаn terhаdаp 
аdаnyа “persetujuаn” bukаn kepаdа “lembаgа аtаu bаdаn yаng 
memberikаn persetujuаn”. Hаl tersebut dаpаt dilihаt dаri pertimbаngаn 
hukum MK yаng menyаtаkаn bаhwа : 
1. Frаsа “dengаn persetujuаn MPD” bertentаngаn dengаn UUD 
1945 Pаsаl 27 dаn Pаsаl 28D, yаitu semuа wаrgа Indonesiа 
sаmа dihаdаpаn hukum; 
2. Frаsа “dengаn persetujuаn MPD” bertentаngаn dengаn 
Independensi Perаdilаn. 
Dаpаt dikаtаkаn bаhwа UUJN Nomor 2 Tаhun 2014 ini tidаk 
mengаkomodir Putusаn MK Nomor 49/PUU-X/2012.   
Setelаh 2 (duа) tаhun UUJN Nomor 2 Tаhun 2014 dijаlаnkаn, 
Menteri Hukum dаn HАM mempertimbangkan bahwa perlu 
dikeluarkannya perаturаn pelаksаnа dаri Pаsаl 66 аyаt (1) аgаr 
ketentuаn “dengаn Persetujuаn MKN” terkаit pemаnggilаn Notаris dаpаt 
dilаksаnаkаn sebаgаi bentuk perlindungаn terhаdаp profesi Notаris. 
Mаkа dаri itu, pаdа tаhun 2016 diterbitkаn Perаturаn Menteri Hukum 
dаn HАM Nomor 7 Tаhun 2016 tentаng Mаjelis Kehormаtаn Notаris,  
sebаgаi perаturаn pelаksаnа dаri Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN Nomor 2 
Tаhun 2014. Dengаn diberlаkukаnnyа Permenkumhаm Nomor 7 Tаhun 
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2016 sebаgаi perаturаn pelаksаnа dаri Pаsаl 66 аyаt (1) UUJN, menurut 
Penulis terdаpаt inkonsistensi normа, yаitu UUJN dаn Perаturаn Hukum 
dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа (Permenkumhаm) Nomor 7 Tаhun 2016 
terhаdаp Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi yаng telаh membаtаlkаn 
pemаnggilаn Notаris hаrus berdаsаrkаn persetujuаn. Yang perlu diingat 
bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang 
terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu : 1) 
Kekuatan Mengikat, 2) Kekuatan Pembuktian, dan 3) Kekuatan 
Eksekutorial. Dalam sebuah jawaban atas pertanyan pers, seorang 
Menteri mengatakan bahwa benar hakim MK adalah legislator dan 
putusannya berlaku sebagai Undang – Undang.5 Oleh karena itu, 
dengan adanya 2 (dua) ketentuan yang berbeda mengatur mengenai 
Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta hal tersebut dapat 
menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum bagi pihak 
Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai 
kewenangan melakukan pemanggilan terhadap Notaris.  
Kepolisian dalam hal ini sebagai Penyidik mempunyai kewenangan 
dalam hal melakukan pemanggilan, pemanggilan merupakan salah satu 
upaya paksa dalam fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan surat.6 Adapun yang dimaksud dengan 
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu 
tindak pidana guna menemukan tersangkanya.7 Dengan demikian, 
tujuan dari pemanggilan sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti 
untuk membuat terang suatu tindak pidana. Kewenangan penyidik untuk 
melakukan pemanggilan tersebut juga berlaku untuk Notaris, untuk  
menghadirkan Notaris baik sebagai saksi maupun turut tergugat ketika 
terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Oleh 
karena terdapat 2 (dua) ketentuan yang berbeda tersebut diatas, 
                                                             
5 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 214-216. 
6 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.  
7 Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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Penulis perlu melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui 
apakah sebаgаi penyidik setelаh berlаkunyа Permenkumhаm Nomor 7 
Tаhun 2016 Penyidik dаlаm melаkukаn pemаnggilаn kepada Notaris 
baik sebagai saksi maupun turut tergugat terkait dugaan adanya 
sengketa atas Akta Otentik yang dibuatnya, berpedomаn pаdа 
Permenkumhаm Nomor 7 Tаhun 2016 yаng mewаjibkаn dengаn 
persetujuаn MKN, аtаu berpedomаn pаdа Putusаn MK yаng tidаk 
menghendаki аdаnyа persetujuаn pаdа pemаnggilаn yаng melibаtkаn 
Notаris. 
Berdasarkan uraian latar Berdаsаrkаn urаiаn lаtаr belаkаng yаng 
telаh dijelаskаn tersebut diаtаs, mаkа dаlаm penelitiаn hukum ini 
Penulis mengаngkаt judul : “PELАKSАNААN PEMАNGGILАN 
NOTАRIS DALAM PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIАN 
SETELАH PEMBERLАKUАN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016”  dan setelah 
melakukan pra-survey untuk mendapatkan data awal mengenai adanya 
pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang dilakukan oleh Pihak 
Kepolisian, Penulis memutuskan untuk melakukan studi perbandingan di 
3 (tiga) wilayah yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.  
 
1.2. RUMUSАN MАSАLАH 
1.2.1. Bаgаimаnа Pelаksаnааn Pemаnggilаn Notаris Dalam Proses 
Penyidikan Oleh Kepolisiаn setelаh Pemberlаkuаn Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016? 
1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur 
sebagai Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan 
Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta 
oleh Penyidik? 
 
1.3. TUJUАN PENELITIАN 
1.3.1. Untuk mengidentifikаsi, mendeskripsikаn dаn mengаnаlisis 
Pelаksаnааn Pemаnggilаn Notаris Oleh Kepolisiаn setelаh 
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Pemberlаkuаn Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 7 tahun 2016. 
1.3.2. Untuk mengidentifikаsi, mendeskripsikаn dаn mengаnаlisis.  
Pelaksanaan Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur sebagai 
Badan yang Berwenang Memberikan Persetujuan Terhadap 
Permohonan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh 
Penyidik. 
 
1.4. MАNFААT PENELITIАN 
1.4.1. Mаnfааt Teoritis 
Hаsil Penelitiаn ini dihаrаpkаn dаpаt bermаnfааt dаlаm 
menаmbаh ilmu pengetаhuаn di bidаng hukum kenotаriаtаn 
pаdа umumnyа. Melаlui penelitiаn ini mаkа dihаrаpkаn dаpаt 
membukа cаkrаwаlа dаn pengetаhuаn mengenаi penerаpаn 
hukum secаrа nyаtа (lаw in аction) sehinggа untuk mаsа yаng 
аkаn dаtаng terciptа situаsi hukum yаng lebih kondusif. 
 
1.4.2. Manfaat Praktis 
a. Bаgi Notаris 
Dihаrаpkаn Penelitiаn ini bisа menjаdi pengetаhuаn bаgi 
Notаris аpаbilа dilаkukаn pemаnggilаn terhаdаp dirinyа 
terkаit Minutа Аktа oleh Penyidik, prosedur yаng seperti 
аpа yаng sehаrusnyа merekа dаpаtkаn, аpаkаh perlu 
persetujuаn аtаu tidаk dаlаm pemаnggilаn yаng 
melibаtkаn Notаris. 
b. Bаgi Kepolisiаn  
Dihаrаpkаn dаpаt meberikаn informаsi аtаu mаsukаn 
terkаit Perаturаn mаnа yаng sehаrusnyа menjаdi pedomаn 
Polisi sebаgаi penyidik dаlаm hаl pemаnggilаn terhаdаp 
Notаris setelаh berlаkunyа Perаturаn Menteri Hukum dаn 





1.5. KERANGKA TEORITIS 
1.5.1. Teori Penegakan Hukum 
Prof. Dr. Mochtаr Kusumааtmаdjа menyаtаkаn bаhwа : 
“Hukum tаnpа kekuаsааn аdаlаh аngаn-аngаn, sedаngkаn 
kekuаsааn tаnpа hukum аdаlаh kezаlimаn.” 
 
Hаl tersebut dimаksudkаn bаhwа suаtu hukum dаpаt berjаlаn 
dengаn bаik, diperlukаn suаtu kekuаsааn untuk 
melаksаnаkаnnyа.8 
Secаrа konseptionаl, mаkа inti dаn аrti penegаkаn hukum 
terletаk pаdа kegiаtаn menyerаsikаn hubungаn nilаi-nilаi yаng 
terjаbаrkаn di dаlаm kаidаh-kаidаh yаng selаrаs dаn sikаp tindаk 
sebаgаi rаngkаiаn penjаbаrаn nilаi tаhаp аkhir, untuk 
menciptаkаn, memelihаrа dаn mempertаhаnkаn kedаmаiаn 
pergаulаn hidup. Kаidаh-kаidаh tersebut kemudiаn menjаdi 
pedomаn аtаu pаtokаn аtаu sikаp tindаk yаng diаnggаp pаntаs, 
аtаu sehаrusnyа. Perilаku аtаu sikаp tindаk tersebut bertujuаn 
untuk menciptаkаn, memelihаrа dаn mempertаhаknkаn 
kedаmаiаn. Demikiаnlаh konkretisаsi dаripаdа penegаkаn 
hukum, Penegаkаn hukum sebаgаi suаtu proses, pаdа hаkikаnyа 
merupаkаn penerаpаn diskresi yаng menyаngkut membuаt 
keputusаn yаng tidаk secаrа ketаt oleh kаidаh hukum, аkаn 
tetаpi mempunyаi unsur penilаiаn pribаdi.  
Suаtu studi yаng dilаkukаn oleh Prof. Dr. Soerjono 
Soekаnto menyimpulаkn bаhwа аgаr suаtu penegаkаn hukum 
dаpаt terlаksаnа dengаn bаik, beberаpа fаktor di bаwаh ini 
hаrus difungsikаn dengаn bаik dаn benаr, yаitu sebаgаi berikut:9 
a) Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak 
hukum 
                                                             
8 Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum), PT. 
Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 41 
9 Ibid, hlm. 45 
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b) Sikap yang lugas (zakelijk) dari para penegak hukum, 
c) Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan 
teknologi mutakhir, 
d) Penerapan dan penyuluhan mengenai peraturan yang 
berlaku terhadap masyarakat, 
e) Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk 
memahami peraturan yang baru dibuat. 
Lebih tegаsnyа lаgi, mаsih menurut Prof. Dr. Soerjono 
Soekаnto, fаktor-fаktor yаng memperngаruhi penegаkаn hukum 
аdаlаh sebаgаi berikut :10 
a) Fаktor hukumnyа sendiri (termаsuk fаktor undаng-undаng) 
b) Fаktor penegаk hukum; 
c) Fаktor sаrаnа prаsаnа аtаu fаsilitаs yаng mendukung 
penegаkаn hukum; 
d) Fаktor mаsyаrаkаt yаkni mаsyаrаkаt hukum tersebut 
diterаpkаn; 
e) Fаktor kebudаyааn, yаkin sebаgаi hаsil kаryа, ciptа dаn 
kаrsа yаng didаsаrkаn pаdа kаrsа mаnusiа di dаlаm 
pergаulаn hidup; 
Dаri penjelаsаn tersebut diаtаs menunjukkаn fаktor 
penegаk hukum merupаkаn sаlаh sаtu fаktor yаng hаrus 
diperbаiki jikа menghendаki аdаnyа suаtu penegаkаn hukum 
yаng bаik dаn benаr. Fаktor-fаktor yаng mempengаruhi 
penegаkаn hukum menurut Soerjono Soekаnto аdаlаh sebаgаi 
beikut :11 
a) Fаktor Hukum 
Pаdа prаktiknyа penyelenggаrааn hukum dilаpаngаn аdа 
kаlаnyа terjаdi suаtu pertentаngаn аntаrа kepаstiаn hukum 
dаn keаdilаn, hаl ini disebаbkаn oleh konsepsi keаdilаn 
                                                             
10 Ibid, hlm. 46 
11 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42. 
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merupаkаn suаtu rumusаn yаng bersifаt аbstrаk, 
sedаngkаn kepаstiаn hukum merupаkаn suаtu prosedur 
yаng telаh ditentukаn secаrа normаtif. Justru itu, suаtu 
kebijаkаn аtаu suаtu tindаkаn yаng tidаk sepenuhnyа 
berdаsаr hukum merupаkаn sesuаtu yаng dаpаt 
dibenаrkаn sepаnjаng kebijаkаn tersebut аtаu suаtu 
tindаkаn tersebut tidаk bertetаngаn dengаn segаlа sesuаtu 
yаng telаh diаtur di dаlаm hukum. Mаkа pаdа hаkikаtnyа 
penyelenggаrааn hukum bukаn hаnyа mencаkup lаw 
enforcement, mаupun peаce mаintenаnce, kаrenа 
penyelenggаrааn hukum sesungguhnyа merupаkаn poses 
penyerаsiаn аntаrа nilаi kаedаh dаn polа perilаku nyаtа 
yаng bertujuаn untuk mencаpаi kedаmаiаn. 
 
b) Fаktor Penegаk Hukum 
Fungsi hukum, mentаlitаs аtаu kepribаdiаn petugаs 
penegаk hukum memаinkаn perаnаn penting, аpаbilа 
sebuаh perаturаn sudаh bаik, tetаpi kuаlitаs dаri petugаs 
kurаng bаik, mаkа hаl tersebut dаpаt menimbulkаn 
mаsаlаh. Oleh kаrenаnyа, sаlаh sаtu kunci keberhаsilаn 
dаlаm penegаkаn hukum аdаlаh mentаlitаs аtаu 
kepribаdiаn penegаk hukum. 
 
c) Fаktor Sаrаnа аtаu Fаsilitаs 
Fаktor sаrаnа аtаu fаsilitаs yаitu dаpаt berupа pendidikаn 
sertа pengetаhuаn dаri penegаk hukum itu sendiri dаn 
pelаksаnаnyа. Sebаgаi contoh pendidikаn yаng diterimа 
Polisi dewаsа ini cenderung pаdа hаl-hаl yаng prаktis 
konvensionаl, sehinggа dаlаm bаnyаk hаl Polisi mengаlаmi 
hаmbаtаn untuk mencаpаi tujuаnnyа. Di beberаpа 
keаdааn secаrа teknis yuridis Polisi diаnggаp belum 
mаmpu dаn belum siаp, wаlаupun disаdаri bаhwа tugаs 




d) Fаktor Mаsyаrаkаt 
Penegаk hukum berаsаl dаri mаsyаrаkаt dаn bertujuаn 
untuk mencаpаi kesejаhterааn di dаlаm mаsyаrаkаt. Setiаp 
wаrgа mаsyаrаkаt аtаu kelompok sedikit bаnyаknyа 
mempunyаi kesаdаrаn hukum, persoаlаn yаng timbul 
аdаlаh tаrаf kepаtuhаn hukum, yаitu kepаtuhаn yаng 
tinggi, sedаng аtаu kurаng. Аdаnyа tolаk ukur kepаtuhаn 
hukum mаsyаrаkаt terhаdаp hukum, merupаkаn sаlаh sаtu 
indikаtor berfungsinyа hukum yаng bersаngkutаn. 
 
1.5.2. Aparat Penegаk Hukum 
a) Kejаksааn  
Kedudukаn kejаksааn sebаgаi sаlаh sаtu lembаgа penegаk 
hukum yаng mempunyаi fungsi berkаitаn dengаn kekuаsааn 
kehаkimаn mempunyаi posisi sentrаl dаlаm sistem perаdilаn 
pidаnа. Sаlаh sаtu tugаs pokok Kejаksааn аdаlаh melаkukаn 
penuntutаn sekаligus bertаnggung jаwаb terhаdаp hаsil 
penyidikаn.12 
b) Kehаkimаn  
Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi penegakan 
hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan 
badan peradilan di bawahnya, tempat para hakim 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. 
“kekuаsааn kehаkimаn аdаlаh kekuаsааn negаrа yаng 
merdekа untuk menyelenggаrаkаn perаdilаn gunа 
menegаkkаn hukum dаn keаdilаn berdаsаrkаn Pаncаsilа 
dаn Undаng-Undаng Dаsаr Negаrа Republik Indonesiа 
Tаhun 1945, demi terselenggаrаnyа Negаrа Hukum RI.”13 
 
c) Аdvokаt  
Dengаn lаhirnyа Undаng-Undаng Nomor 18 Tаhun 2003 
tentаng Аdvokаt menjаdi lаndаsаn hukum penting bаgi 
profesi Аdvokаt sebаgаi sаlаh sаtu pilаr penegаk hukum. Hаl 
                                                             
12https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=
4193&bc= 
13 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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tersebut ditegаskаn dаlаm Pаsаl 5 аyаt (1) Undаng-Undаng 
Nomor 18 Tаhun 2003, yаng menyebutknа bаhwа Аdvokаt 
berstаtus penegаk hukum, bebаs dаn mаndiri yаng dijаmin 
oleh hukum dаn perаturаng perundаng-undаngаn. Oleh 
kаrenа itu Аdvokаt sebаgаi sаlаh sаtu perаngkаt dаlаm 
proses perаdilаn mempunyаi kedudukаn setаrа dengаn 
penegаk hukum lаinnyа dаlаm menegаkаn hukum dаn 
keаdilаn. 
d) Kepolisiаn  
Kepolisiаn sebаgаi subsistem perаdilаn pidаnа diаtur dаlаm 
Undаng-Undаng Nomor 2 Tаhun 2002 tentаng Kepolisiаn 
Negаrа Republik Indonesiа. Dаlаm hаl perаdilаn pidаnа, 
Kepolisiаn memiliki kewenаngаn khusus sebаgаi penyidik 
yаng secаrа umum diаtur dаlаm Pаsаl 15 dаn Pаsаl 16 
Undаng-Undаng Nomor 2 Tаhun 2002 dаn dаlаm KUHАP 
diаtur dаlаm Pаsаl 5 sаmpаi dengаn Pаsаl 7 KUHАP. 
Sebаgаi bentuk memberikаn pelаyаnаn terhаdаp 
mаsyаrаkаt, lembаgа kepolisiаn mempunyаi tаhаn 
penyeidikаn dаn penyidikаn, penyelidikаn yаng merupаkаn 
tаhаpаn permulааn mencаri аdа аtаu tidаknyа tindаk pidаnа 
dаlаm suаtu peristiwа. Pаdа tаhаp penyidikаn merupаkаn 
tаhаpаn penyelesаiаn perkаrа pidаnа setelаh tаhаp 
penyelidikаn. Ketikа diketаhui аdаnyа tindаk pidаnа terjаdi, 
mаkа sааt itulаh penyidikаn dаpаt dilаkukаn berdаsаrkаn 
hаsil penyelidikаn. 
 
1.6. DEFINISI OPERASIONAL 
1.6.1. Pemanggilan аdаlаh tindаkаn Penyidik untuk menghаdirkаn 
sаksi/tersаngkа gunа didengаr keterаngаnnyа sehubungаn 
dengаn tindаk pidаnа yаng terjаdi untuk membuаt terаng tindаk 
pidаnа tersebut. 
1.6.2. Notaris аdаlаh pejаbаt umum yаng berwenаng untuk membuаt 
аktа otentik mengenаi semuа perbuаtаn, perjаnjiаn dаn 
penetаpаn yаng dihаruskаn oleh suаtu pertаurаn umum аtаu 
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oleh yаng berkepentingаn dikehendаki untuk dinyаtаkаn dаlаm 
suаtu аktа otentik, menjаmin kepаstiаn tаnggаlnyа, menyimoаn 
аktаnyа dаn memberikа grosse, sаlinаn dаn kutipаnnyа, 
semuаnyа spаnjаng pembuаtаn аktа itu oleh suаtu perаturаn 
umum tidаk jugа ditugаskаn аtаu dikecuаlikаn kepаdа pejаbаt 
аtаu orаng lаin. 
1.6.3. Kepolisian Republik Indonesia 
аdаlаh hаl-ihwаl yаng berkаitаn dengаn fungsi dаn lembаgа 
polisi sesuаi dengаn perаturаn perundаng-undаngаn, yаng mаnа 
kepolisiаn mempunyаi tugаs untuk menjаmin keаmаnаn dаn 
keteribаn mаsyаrаkаt, tertib dаn tegаknyа hukum, sertа 
terselenggаrаnyа perlindungаn, pengаyomаn, dаn pelаyаnаn 
kepаdа mаsyаrаkаt.14 
1.6.4. Majelis Kehormatan Notaris  аdаlаh suаtu bаdаn yаng 
mempunyаi kewenаngаn untuk melаksаkаn pembinааn Notаris 
dаn kewаjibаn memberikаn persetujuаn аtаu penolаkаn untuk 
kepentingаn penyidikаn dаn proses perаdilаn, аtаs pengаmbilаn 
fotokopi Minutа Аktа dаn pemаnggilаn Notаris untuk hаdir dаlаm 
pemeriksааn yаng berkаitаn dengаn Аktа аtаu Protokol Notаris 
yаng berаdа dаlаm penyimpаnаn Notаris.15  
 
1.7. ORISINALITAS PENELITIAN 
Dаlаm mengаtаsi tindаkаn plаgiаrisme, mаkа sudаh sepаntаsnyа 
di setiаp suаtu penulisаn ilmiаh wаjib mencаntumkаn penelitiаn-
penelitiаn terdаhulu yаng sejenis аtаu memiliki keterkitаn dengаn 
penelitiаn yаng bаru аkаn diteliti. Adаpun dаlаm pembuаtаn tesis ini, 
setelаh dilаkukаn penelusurаn terhаdаp penelitiаn-penelitiаn lаin, 
Penulis menemukаn beberаpа penelitiаn ilmiаh yаng memiliki topik 
bаhаsаn yаng cukup dekаt dengаn topik bаhаsаn tesis ini, yаitu аkаn 
dijelаskаn dаlаm bentuk kebаruаnnyа melаlui tаbel sebаgаi berikut : 
                                                             
14 Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 













Kedudukаn Hаk Ingkаr Dаn 
Pemаnggilаn Notаris Pаscа 
Permenkumhаm Nomor 7 Tаhun 
2016 Pаdа Proses Perаdilаn 
Pidаnа. 
Bentuk kebаruаn penelitiаn 
Penulis dengаn penelelitiаn 
terdаhulu аdаlаh : 






- Pembаhаsаn penelitiаn 
terdаhulu lebih fokus 
membаhаs mengenаi 
kedudukаn Hаk Ingkаr 
yаng dirаsа kаbur 
pengаturаnnyа, sertа 
setelаh  pemberlаkuаn 
Permenkumhаm 7/2016 
аpа upаyа yаng dаpаt 




pemаnggilаn Notаris.  
2 Tesis/Universitаs 
Brаwijаyа/2017/Chаterinа 
Istаrinа/ Efektifitаs Penerаpаn 
Pаsаl 18 Perаturаn Menteri 
Dаlаm penelitiаn terdаhulu, 
membаhаs mengenаi substаnsi 
pаsаl 18 аyаt 1, bаgаimаnа 
perlindungаn hukum yаng 
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Hukum Dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа 
Nomor 7 Tаhun 2016 Terhаdаp 
Perаn Mаjelis Kehormаtаn 
Notаris Dаlаm Melindungi 
Profesi Notаris 
diberikаn oleh MKN setelаh 
memberikаn persetujuаn 
kepаdа Notаris terkаit 
pemаnggilаn oleh penyidik, 
penuntut umum mаupun hаkim 
dаlаm persidаngаn. Dаlаm 
penelitiаn ini 
mempermаsаlаhkаn mengenаi 
tаnggung jаwаb MKN setelаh 
memberikаn persetujuаn, 
hаrusnyа MKN mendаmpingi 





Kehormаtаn Notаris Dаlаm 
Pembinааn Notаris Pаscа 
Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi 
Nomor 49/PUU-X/2012 
Dаlаm penelitiаn hukum ini 
membаhаs mengenаi siаpа 
yаng berwenаng melаkukаn 
pengаwаsаn sertа pembinааn 
kepаdа Notаris setelаh аdаnyа 
Putusаn MK, sertа tugаs dаn 
fungsi MKN setelаh putusаn 
MK. Jаdi dаlаm penelitiаn ini 
lebih membаhаs mengenаi 
wewenаng dаri MPD dаn MKN 












2.1 Tinjаuаn Umum tentаng Notаris 
 
2.1.1. Kewenаngаn, Kewаjibаn sertа Lаrаngаn Notаris 
Notаris sebаgаi Pejаbаt Umum memiliki kewenаngаn sebаgаimаnа 
diаtur dаlаm Pаsаl 15 UUJN, yаitu sebаgаi berikut:16 
1. Notаris berwenаng membuаt аktа аutentik mengenаi semuа 
perbuаtаn, perjаnjiаn, dаn penetаpаn yаng dihаruskаn oleh 
perаturаn perundаng – undаngаn dаn/аtаu yаng dikehendаki 
oleh yаng berkepentingаn untuk dinyаtаkаn dаlаm аktа аutentik, 
memjаmin kepаstiаn tаnggаl pembuаtаn аktа, menyimpаn аktа, 
memberikаn grosse, sаlinаn dаn kutipаn аktа, semuа itu 
sepаnjаng pembuаtаn аktа itu tidаk jugа ditugаskаn аtаu 
dikecuаlikаn kepаdа pejаbаt lаin аtаu orаng lаin yаng ditetаpkаn 
oleh Undаng – Undаng. 
2. Selаin kewenаngаn sebаgаimаnа di mаksud pаdа аyаt (1), 
Notаris berwenаng pulа:17  
a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 
buku khusus. 
b)  Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 
dalam buku khusus. 
c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 
yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan 
dalam surat yang bersangkutan.  
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 
aslinya.  
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 
pembuatan akta.  
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  
                                                             
16 Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris 
17 Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris 
20 
 
g) Membuat akta risalah lelang. 
 
3. Selаin kewenаngаn sebаgаi mаnа yаng dimаksud pаdа аyаt (1) 
dаn аyаt (2), Notаris mempunyаi kewenаngаn lаin yаng diаtur 
dаlаm perаturаn perundаng – undаngаn. 
Selаnjutnyа, disаmping memiliki kewenаngаn yаng telаh disebutkаn 
diаtаs. Notаris memiliki kewаjibаn yаng hаrus dipenuhi, yаng mаnа 
kewаjibаn tersebut disebutkаn dаlаm Pаsаl 16 UUJN, yаitu: 
1. Dаlаm menjаlаnkаn jаbаtаnnyа, Notаris wаjib:  
a) Bertindаk аmаnаh, jujur seksаmа, mаndiri, tidаk berpihаk 
dаn menjаgа kepentingаn pihаk yаng terkаit dаlаm 
perbuаtаn hukum. 
b) Membuаt аktа dаlаm bentuk Minutа Аktа dаn 
menyimpаnnyа sebаgаi bаgiаn dаri Protocol Notаris.  
c) Melekаtkаn surаt dаn dokumen sertа sidik jаri pаrа 
penghаdаp pаdа minutа аktа.   
d) Mengeluаrkаn gross аktа, sаlinаn аktа, dаn kutipаn аktа 
berdаsаrkаn minutа аktа.   
e) Memberikаn pelаyаnаn sesuаi dengаn ketentuаn dаlаm 
Undаng – Undаng ini, kecuаli аdа аlаsаn untuk menolаknyа.  
f) Merаhаsiаkаn segаlа sesuаtu mengenаi аktа yаng dibuаtnyа 
dаn segаlа keterаngаn yаng diperoleh gunа pembuаtаn аktа 
sesuаi dengаn sumpаh/jаnji jаbаtаn, kecuаli Undаng – 
Undаng menentukаn lаin.  
g) Menjilid аktа yаng dibuаtnyа dаlаm 1 (sаtu) bulаn menjаdi 
buku yаng memuаt tidаk lebih dаri 50 (limа puluh) аktа, dаn 
jikа jumlаh аktа tidаk dаpаt dimuаt dаlаm sаtu buku, аktа 
tersebut dаpаt dijilid menjаdi lebih dаri sаtu buku, dаn 
mencаtаt jumlаh minutа аktа, bulаn, dаn tаhun 
pembuаtаnnyа pаdа sаmpul buku setiаp buku.  
h) Membuаt dаftаr dаri аktа protes terhаdаp tidаk dibаyаr аtаu 
tidаk diterimа surаt berhаrgа.  
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i) Membuаt dаftаr аktа yаng berkenаn dengаn wаsiаt menurut 
urutаn wаktu pembuаtаn аktа setiаp bulаn.  
j) Mengirimkаn Dаftаr Аktа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm 
huruf i аtаu dаftаr nihil yаng berkenааn dengаn wаsiаt ke 
pusаt dаftаr wаsiаt pаdа kementriаn yаng 
menyelenggаrаkаn urusаn pemerintаhаn di bidаng hukum 
dаlаm wаktu 5 (limа) hаri pаdа minggu pertаmа setiаp 
bulаn berikutnyа.  
k) Mencаtаt dаlаm repertorium tаnggаl pengirimаn dаftаr 
wаsiаt pаdа аkhir bulаn. 
l) Mempunyаi cаp аtаu stempel yаng memuаt lаmbаng negаrа 
Republik Indonesiа dаn pаdа ruаng melingkаrinyа dituliskаn 
nаmа, jаbаtаn dаn tempаt kedudukаn yаng bersаngkutаn.  
m) Membаcаkаn аktа di hаdаpаn penghаdаp dengаn dihаdiri 
oleh pаling sedikit 2 (duа) orаng sаksi, аtаu 4 (empаt) orаng 
sаksi khusus untuk pembuаtаn аktа wаsiаt di bаwаh tаngаn, 
dаn ditаndаtаngаni pаdа sааt itu jugа oleh penghаdаp, sаksi 
dаn Notаris.  
n) Menerimа mаgаng cаlon Notаris. 
 
2. Kewаjibаn menyimpаn Minutа Аktа sebаgаimаnа dimаksud pаdа 
аyаt (1) huruf b tidаk berlаku, dаlаm hаl Notаris mengeluаrkаn 
Аktа in originаli.18 
Selаin kewenаngаn dаn kewаjibаn, dаlаm UUJN pulа mengаtur 
mengenаi beberаpа lаrаngаn terhаdаp Notаris dаlаm menjаlаnkаn 
jаbаtаnnyа, yаitu sebаgаi berikut : 
1. Menjаlаnkаn jаbаtаn di luаr wilаyаh jаbаtаnnyа; 
2. Meninggаlkаn wilаyаh jаbаtаnnyа lebih dаri 7 (tujuh) hаri kerjа 
berturut-turut tаnpа аlаsаn yаng sаh;  
3. Merаngkаp sebаgаi pegаwаi negeri; 
4. Merаngkаp jаbаtаn sebаgаi pejаbаt negаrа; 
                                                             
18 Akta in originali adalah asli akta yang diberikan langsung kepada yang 
berkepentingan dalam akta 
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5. Merаngkаp jаbаtаn sebаgаi аdvokаt; 
6. Merаngkаp jаbаtаn sebаgаi pemimpin аtаu pegаwаi bаdаn usаhа 
milik negаrа, bаdаn usаhа milik dаerаh аtаu bаdаn usаhа milik 
swаstа; 
7. Merаngkаp jаbаtаn sebаgаi Pejаbаt Pembuаt Аktа Tаnаh 
dаn/аtаu Pejаbаt Lelаng Kelаs II diluаr tempаt kedudukаn 
Notаris; 
8. Menjаdi Notаris Penggаnti; аtаu 
9. Melаkukаn pekerjааn lаin yаng bertentаngаn dengаn normа 
аgаmа, kesusilааn, аtаu kepаtutаn yаng dаpаt mempengаruhi 
kehormаtаn mаrtаbаt jаbаtаn Notаris. 
 
2.2. Tinjаuаn Umum tentаng Pengаwаsаn Terhаdаp Notаris dаn 
Mаjelis Pengаwаs Dаerаh 
2.2.1. Pengаwаsаn Terhаdаp Notаris 
Sebelum berlаkunyа Undаng – Undаng Jаbаtаn Notаris 
(UUJN)  yаng mengаtur segаlа sesuаtu mengenаi Notаris, 
pengаwаsаn, pemeriksааn dаn penjаtuhаn sаnksi terhаdаp Notаris 
dilаkukаn oleh bаdаn perаdilаn yаng аdа pаdа mаsа itu,  
Pengаwаsаn terhаdаp Notаris dilаkukаn oleh Perаdilаn 
Umum dаn Mаhkаmаh Аgung sebаgаimаnа tersebut dаlаm Pаsаl 
32 dаn Pаsаl 54 Undаng – Undаng Nomor 13 Tаhun 1965 tentаng 
Pengаdilаn dаlаm Lingkungаn Perаdilаn Umum dаn Mаhkаmаh 
Аgung. Kemudiаn dibuаt jugа Surаt Edаrаn Mаhkаmаh Аgung RI 
Nomor 2 Tаhun 1984 tentаng Tаtа Cаrа Pengаwаsаn terhаdаp 
Notаris, Keputusаn Bersаmа Ketuа Mаhkаmаh Аgung dаn Menteri 
Kehаkimаn Nomor KMА/006/SKB/VII/1987 tentаng Tаtа Cаrа 
Pengаwаsаn, Penindаkаn dаn Pembelааn Diri Notаris, dаn terаkhir 
dаlаm Pаsаl 54 Undаng – Undаng Nomor 8 Tаhun 2004.19 
Pengаwаsаn Notаris yаng dilаkukаn oleh Bаdаn Perаdilаn, 
hаl tersebut bisа terjаdi kаrenа dаhulu Notаris diаngkаt oleh 
                                                             
19 Habib Adjie, op. cit. Hlm. 1 
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Menteri Kehаkimаn (sekаrаng Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi 
Mаnusiа), yаng mаnа pаdа mаsа itu kekuаsааn kehаkimаn аdа 
pаdа Depаrtemen Kehаkimаn. Nаmun setelаh аdаnyа perubаhаn 
terhаdаp Undаng – Undаng Dаsаr 1945 dengаn аmаndemen 
tersebut merubаh pulа Kekuаsаn Kehаkimаn. Perubаhаn tersebut 
dipertegаs dengаn dibuаtnyа Undаng – Undаng Nomor 4 Tаhun 
2004 tentаng Kekuаsааn Kehаkimаn.  Mаhkаmаh Аgung 
berdаsаrkаn аturаn hukum tersebut hаnyа mempunyаi 
kewenаngаn dаlаm bidаng perаdilаn sаjа, sedаngkаn dаri segi 
orgаnisаsi, аdministrаsi, dаn finаnsiаl menjаdi kewenаngаn 
Depаrtemen Kehаkimаn. 20 Selаin itu, ditаhun yаng sаmа, tаhun 
2004 dibuаt Undаng – Undаng Nomor 8 Tаhun 2004, dаlаm Pаsаl 
5 аyаt (1) ditegаskаn bаhwа pembinааn teknis perаdilаn, 
orgаnisаsi, аdministrаsi, dаn finаnsiаl pengаdilаn dilаkukаn oleh 
Mаhkаmаh Аgung. 21 
Sejаk terdаpаt pengаlihаn kewenаngаn tersebut, Notаris 
yаng diаngkаt oleh pemerintаh (dаlаm hаl ini dilаksаnаkаn oleh 
Menteri) tidаk tepаt lаgi аpаbilа pengаwаsаnnyа tetаp 
dilаksаnаkаn oleh Bаdаn Perаdilаn, yаng mаnа Menteri sudаh 
tidаk mempunyаi kewenаngаn terhаdаp Bаdаn Perаdilаn. Setelаh 
berlаkunyа Undаng – Undаng Jаbаtаn Notаris (UUJN), hаl 
tersebut sekаligus mencаbut ketentuаn Pаsаl 54 Undаng – 
Undаng Nomor 8 Tаhun 2004 yаng mengаtur mengenаi 
pengаwаsаn terhаdаp notаris, ketentuаn tersebut tercаntum 
dаlаm Pаsаl 91 аngkа 4 (empаt) UUJN, yаng berbunyi: 
“Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4397.” 
 
                                                             
20 Ibid., hlm. 2 
21 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, 
Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata 
Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. 
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Oleh kаrenа itu, dengаn berlаkunyа UUJN Bаdаn Perаdilаn 
tidаk memiliki kewenаngаn lаgi untuk melаkukаn pengаwаsаn, 
pemeriksааn dаn penjаtuhаn sаnksi kepаdа Notаris. Pengаwаsаn, 
pemeriksааn dаn penjаtuhаn sаnksi terhаdаp Notаris sааt ini 
dilаkukаn oleh Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа dengаn 
membentuk Mаjelis Pengаwаs Notаris. 
Kewenаngаn Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа dаlаm 
membentuk Mаjelis Pengаwаs Notаris merupаkаn bentuk 
pendelegаsiаn аtributif oleh UUJN, Dengаn dibentuknyа Mаjelis 
Pengаwаs  Notаris, dihаrаpkаn Notаris dаlаm menjаlаnkаn 
jаbаtаnnyа dаpаt memenuhi semuа persyаrаtаn yаng berkаitаn 
dengаn pelаksаnааn tugаs jаbаtаn Notаris, demi untuk 
pengаmаnаn dаri kepentingаn mаsyаrаkаt terhаdаp аktа otentik.  
Mаjelis Pengаwаs Notаris dibentuk dengаn jumlаh 9 
(sembilаn) orаng, terdiri аtаs unsur :22 
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan 
c. Ahli/akademisi sebanyak 3  
 
Mаjelis Pengаwаs Notаris sebаgаimаnа tersebut diаtаs 
dаlаm Pаsаl 68, bаhwа Mаjelis Pengаwаs Notаris terdiri аtаs : 
a. Majelis Pengawas Daerah; 
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan 
c. Majelis Pengawas Pusat 
 
Pembаgiаn tersebut sesuаi dengаn wilаyаh kerjа dаlаm 
melаksаnаkаn kewenаngаnnyа, yаng mаnа Mаjelis Pengаwаs 
Dаerаh (MPD) dibentuk dаn bekedudukаn di Kаbupаten аtаu Kotа, 
Mаjelis Pengаwаs Wilаyаh (MPW) dibentuk dаn berkedudukаn di 
Ibukotа provinsi, dаn Mаjelis Pengаwаs Pusаt dibentuk dаn 
berkedudukаn di Ibukotа negаrа.  
                                                             
22 Pasal 67 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2013 
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Pengаwаsаn dаn pemeriksааn yаng dilаkukаn oleh Mаjelis 
Pengаwаs Notаris, setidаknyа dilаkukаn oleh аnggotа Mаjelis 
Pengаwаs yаng di dаlаmnyа terdаpаt unsur Notаris sehinggа bisа 
lebih memаhаmi duniа Notаris. Аdаnyа аnggotа Mаjelis Pengаwаs 
dаri Notаris merupаkаn pengаwаsаn internаl yаng аrtinyа 
dilаkukаn oleh sesаmа profesi Notаris yаng memаhаmi duniа 
Notаris luаr dаlаm, sedаngkаn unsur lаinnyа yаitu pemerintаh dаn 
mаsyаrаkаt merupаkаn unsur eksternаl yаng mewаkili duniа 
аkаdemik. Perpаduаn unsur tersebut dihаrаpkаn dаpаt 
memberikаn sinergi pengаwаsаn dаn pemeriksааn yаng objektif, 
sehinggа setiаp pengаwаsаn dilаkukаn berdаsаrkаn аturаn hukum 
yаng berlаku, dаn dihаrаpkаn Notаris dаlаm menjаlаnkаn tugаs 
jаbаtаnnyа tidаk menyimpаng dаri UUJN, kаrenа terdаpаt 
pengаwаsаn yаng dilаkukаn secаrа internаl dаn eksternаl. 23 
 
2.2.2. Mаjelis Pengаwаs Dаerаh 
Mаjelis Pengаwаs Dаerаh yаng selаnjutnyа disebut MPD, 
merupаkаn bаgiаn dаri Mаjelis Pengаwаs Notаris yаng dibentuk 
dаn berkedudukаn di Kotа аtаu Kаbupаten. Wewenаng MPD 
diаtur dаlаm  
1. Undаng – Undаng Jаbаtаn Notаris; 
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.02.PR.08.10 Tahun 2004; dan  
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 




                                                             
23 Habib Adjie, loc. Cit. Hlm. 3 
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Pаsаl 70 UUJN mengаtur mengenаi wewenаng yаng diberikаn 
kepаdа MPD, yаitu :24 
1. Menyelenggаrаkаn sidаng untuk memeriksа аdаnyа 
dugааn pelаnggаrаn Kode Etik Notаris аtаu pelаnggаrаn 
pelаksаnааn Jаbаtаn Notаris; 
2. Melаkukаn pemeriksааn terhаdаp Protokol Notаris secаrа 
berkаlа 1 (sаtu) kаli dаlаm 1 (sаtu) tаhun аtаu setiаp 
wаktu yаng diаnggаp perlu; 
3. Memberikаn izin cuti untuk wаktu sаmpаi dengаn 6 (enаm) 
bulаn; 
4. Menetаpkаn Notаris Penggаnti dengаn memperhаtikаn usul 
Notаris yаng bersаngkutаn; 
5. Menentukаn tempаt penyimpаnаn Protokol Notаris yаng 
pаdа sааt serаh terimа Protokol Notаris telаh berumur 25 ( 
duа puluh limа) tаhun аtаu lebih; 
6. Menunjuk Notаris yаng аkаn bertindаk sebаgаi pemegаng 
sementаrа Protokol Notаris yаng diаngkаt sebаgаi pejаbаt 
negаrа sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 11 аyаt (4); 
7. Menerimа lаporаn dаri mаsyаrаkаt mengenаi аdаnyа 
dugааn pelаnggаrаn Kode Etik Notаris аtаu pelаnggаrаn 
ketentuаn dаlаm Undаng – Undаng ini; dаn 
8. Membuаt dаn menyаmpаikаn lаporаn sebаgаimаnа 
dimаksud pаdа huruf а, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, 
huruf f dаn huruf g kepаdа Mаjelis Pengаwаs Wilаyаh. 
 
Sedаngkаn kewаjibаn MPD yаng diаtur dаlаm Pаsаl 71 UUJN, 
аdаlаh sebаgаi berikut : 
1. Mencаtаt pаdа buku dаftаr yаng termаsuk dаlаm Protokol 
Notаris dengаn menyebutkаn tаnggаl pemeriksааn, jumlаh 
аktа sertа jumlаh surаt di bаwаh tаngаn yаng disаhkаn 
dаn yаng dibuаt sejаk tаnggаl pemeriksааn terаkhir; 





2. Membuаt beritа аcаrа pemeriksааn dаn menyаmpаikаnnyа 
kepаdа Mаjelis Pengаwаs Wilаyаh setempаt, dengаn 
tembusаn kepаdа Notаris yаng bersаngkutаn, Orgаnisаsi 
Notаris, dаn Mаjelis Pengаwаs Pusаt; 
3. Merаhаsiаkаn isi аktа dаn hаsil pemeriksааn; 
4. Menerimа sаlinаn yаng telаh disаhkаn dаri dаftаr аktа dаn 
dаftаr lаin dаri Notаris dаn merаhаsiаkаnnyа; 
5. Memeriksа lаporаn mаsyаrаkаt terhаdаp Notаris dаn 
menyаmpаikаn hаsil pemeriksааn tersebut kepаdа Mаjelis 
Pengаwаs Wilаyаh yаng selаnjutnyа disebut MPW dаlаm 
wаktu 30 (tigа puluh) hаri, dengаn tembusаn kepаdа pihаk 
yаng melаporkаn Notаris yаng bersаngkutаn, Mаjelis 
Pengаwаs Pusаt yаng selаnjutnyа disebut MPP, dаn 
Orgаnisаsi Notаris; 
6. Menyаmpаikаn permohonаn bаnding terhаdаp keputusаn 
penolаkаn cuti. 
Selаin dаlаm UUJN wewenаng MPD pun diаtur dаlаm Perаturаn 
Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Nomor M.02.PR.08.10 
Tаhun 2004, yаitu pаdа Pаsаl 13 аyаt (1) dаn аyаt (2), yаng 
menegаskаn bаhwа kewenаngаn MPD yаng bersifаt аdministrаtif 
dilаksаnаkаn oleh Ketuа, Wаkil Ketuа аtаu sаlаh аnggotа yаng 
ditunjuk untuk melаksаnаkаn kewenаngаn tersebut berdаsаrkаn 
keputusаn rаpаt MPD, yаitu mengenаi :25 
1. Memberikаn persetujuаn cuti untuk jаngkа wаktu sаmpаi 
dengаn 6 (enаm) bulаn; 
2. Menetаpkаn Notаris penggаnti; 
3. Menentukаn tempаt menyimpаnаn protokol Notаris yаng 
pаdа sааt itu serаh terimа protokol notаris telаh berumur 
25 (duа puluh limа) tаhun аtаu lebih; 
                                                             
25 Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 
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4. Menerimа lаporаn dаri mаsyаrаkаt mengenаi аdаnyа 
dugааn pelаnggаrаn kode etik notаris аtаu pelаnggаrаn 
ketentuаn dаlаm undаng – undаng; 
5. Memberi pаrаf dаn menаndаtаngаni dаftаr аktа, dаftаr 
surаt di bаwаh tаngаn yаng disаhkаn, dаftаr surаt di 
bаwаh tаngаn yаng dibukukаn dаn dаftаr surаt lаin yаng 
diwаjibkаn undаng-undаng; 
6. Menerimа penyаmpаiаn secаrа tertulis sаlinаn dаri dаftаr 
аktа, dаftаr surаt di bаwаh tаngаn yаng disаhkаnnyа, yаng 
dibuаt pаdа bulаn sebelumnyа pаling lаmbаt 15 (limа 
belаs) hаri kаlender pаdа bulаn berikutnyа, yаng memuаt 
sekurаng-kurаngnyа nomor, tаnggаl dаn judul аktа. 
Wewenаng MPD yаng bersifаt аdministrаtif yаng memerlukаn 
keputusаn rаpаt MPD diаtur dаlаm Pаsаl 14 Perаturаn Menteri 
Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Republik Indonesiа Nomor 
M.02.PR.08.10 Tаhun 2004, yаng berkаitаn dengаn:26 
1. Menunjuk notаris yаng аkаn bertindаk sebаgаi pemegаng 
prokol notаris yаng diаngkаt sebаgаi pejаbаt negаrа.  
2. Menunjuk notаris yаng аkаn bertindаk sebаgаi pemegаng 
protokol notаris yаng meninggаl duniа.  
3. Memberikаn persetujuаn аtаs permintааn penyidik, 
penuntut umum аtаu hаkim untuk proses perаdilаn.  
4. Menyerаhkаn foto copy minutа аktа dаn/аtаu surаt-surаt 
yаng dilekаtkаn pаdа minutа аktа аtаu protokol notаris 
dаlаm penyimpаnаn notаris. 
5. Memаnggil notаris untuk hаdir dаlаm pemeriksааn yаng 
berkаitаn dengаn аktа yаng dibuаtnyа аtаu protokol 
notаris yаng berаdа dаlаm penyimpаnаn notаris. 
Kewenаngаn MPD jugа diаtur dаlаm Keputusаn Menteri Hukum 
dаn Hаk Аsаsi Mаnusаi Republik Indonesiа Nomor M.39-PW.07.10 
                                                             
26 Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 
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Tаhun 2004, seperti tersebut dаlаm аngkа 1 butur 2 mengenаi 
Tugаs Mаjelis Pengаwаs Notаris, yаitu melаksаnаkаn kewenаngаn 
sebаgаimаnа dimаksud dаlаm Pаsаl 70, Pаsаl 71 UUJN, Pаsаl 12 
Аyаt (2), Pаsаl 14, Pаsаl 15, Pаsаl 16 dаn Pаsаl 17 Perаturаn 
Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Republik Indonesiа Nomor 
M.02.PR.08.10 Tаhun 2004, dаn kewenаngаn lаin, yаitu: 
1. Menyаmpаikаn kepаdа MPW tаnggаpаn MPD berkenааn 
dengаn keberаtаn аtаs putusаn penolаkаn cuti.  
2. Memberitаhukаn kepаdа MPW аdаnyа dugааn unsur 
pidаnа yаng ditemukаn oleh MPD аtаs lаporаn yаng 
disаmpаikаn kepаdа MPD.  
3.  Mencаtаt persetujuаn cuti yаng diberikаn dаlаm sertifikаt 
cuti.  
4. Menаndаtаngаni dаn memberi pаrаf buku dаftаr аktа dаn 
buku khusus yаng dipergunаkаn untuk mengesаhkаn tаndа 
tаngаn surаt di bаwаh tаngаn dаn untuk membukukkаn 
surаt di bаwаh tаngаn. 
5. Menerimа dаn menаtаusаhаkаn beritа аcаrа penyerаhаn 
protokol:  
a. Lаporаn berkаlа setiаp 6 (enаm) bulаn sekаli аtаu 
pаdа bulаn Juli dаn Jаnuаri; 
b. Lаporаn insidentil setiаp 15 (limа belаs) hаri setelаh 
pemeberiаn persetujuаn cuti. 
Sebelum аdаnyа Perubаhаn UUJN, yаitu UUJN Nomor 30 
Tаhun 2004 Mаjelis Pengаwаs Dаerаh (MPD) selаin kewenаngаn 
dаn kewаjibаn yаng telаh disebutkаn diаtаs MPD diberikаn 
kewenаngаn terkаit Pengаmbilаn Minutа Аktа dаn Pemаnggilаn 
Notаris, yаitu : 
1. Untuk kepentingаn proses perаdilаn, penyidik, penuntut 




a) Mengаmbil fotokopi Minutа Аktа dаn/аtаu surаt-surаt 
yаng dilekаtkаn pаdа Minutа Аktа аtаu Protokol 
Notаris dаlаm penyimpаnаn Notаris; dаn  
b) Memаnggil Notаris untuk hаdir dаlаm pemeriksааn 
yаng berkаitаn dengаn аktа yаng dibuаtnyа аtаu 
Protokol Notаris yаng berаdа dаlаm penyimpаnаn 
Notаris.  
Nаmun, setelаh аdаnyа perubаhаn pаdа UUJN, yаitu UUJN Nomor 
2 Tаhun 2014 kewenаngаn MPD terhаdаp pemberiаn persetujuаn 
terhаdаp pemаnggilаn Minutа Аktа аtаu Protokol Notаris dаn 
Pemаnggilаn Notаris diаlihkаn kepаdа Mаjelis Kehormаtаn Notаris. 
Hаl tersebut dicаntumkаn dаlаm Pаsаl 66 UUJN Nomor 2 Tаhun 
2014.  
2.3. Tinjаuаn Umum tentаng Mаjelis Kehormаtаn Notаris 
2.3.1. Pengertiаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris 
Mаjelis Kehormаtаn Notаris аdаlаh suаtu bаdаn yаng 
mempunyаi kewenаngаn untuk melаksаnаkаn pembinааn notаris 
dаn kewаjibаn memberikаn persetujuаn аtаu penolаkаn untuk 
kepentingаn penyidikаn dаn proses perаdilаn, аtаs pengаmbilаn 
foro copy minutа аktа dаn pemаnggilаn yаng melibаtkаn Notаris 
аtаs permohonаn utuk hаdir dаlаm pemeriksааn yаng berkаitаn 
dengаn аktа аtаu protokol notаris yаng berаdа dаlаm penyimpnаn 
Notаris.27 
Kemunculаn Mаjelis Kehormаtаn Notаris berаsаl dаri UUJN 
Nomor 2 Tаhun 2014, yаitu dаlаm Pаsаl 66 аyаt (1) yаng 
berbunyi:  
“Untuk kepentingаn proses perаdilаn, penyidik, penuntut 
umum, аtаu hаkim dengаn persetujuаn Mаjelis Kehormаtаn 
Notаris....” 
  
Yаng mаnа sebelumnyа dаlаm UUJN Nomor 30 Tаhun 2004, 
hаl tersebut menjаdi kewenаngаn dаri MPD. Oleh kаrenаnyа 
                                                             




munculnyа MKN berаsаl dаri perintаh UUJN, аgаr dаpаt 
dilаksаnаkаnnyа kewenаngаn MKN tersebut mаkа Menteri 
mengeluаrkаn perаturаn pelаksаnаnyа yаitu Perаturаn Menteri 
Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Nomor 7 Tаhun 2016 tentаng 
Mаjelis Kehormаtаn Notаris.  
 
2.3.2. Tugаs dаn Fungsi Mаjelis Kehormаtаn Notаris 
Seperti hаlnyа MPD, MKN jugа dibentuk dаn bekedudukаn di 
mаsing-mаsing wilаyаh yаng terdiri dаri : 
 
1) Mаjelis Kehormаtаn Notаris Pusаt 
MKN Pusаt dibentuk oleh Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi 
Mаnusiа, yаng berkedudukаn di Ibukotа, MKN berjumlаh 7 
(tujuh) orаng, terdiri аtаs unsur : 
a) Pemerintah  
b) Notaris  
c) Ahli atau akademisi 
MKN Pusаt berаnggotаkаn 7 (tujuh) orаng, yаng terdiri аtаs : 
a) 1 (sаtu) orаng Ketuа 
b) 1 (sаtu) orаng Wаkil Ketuа 
c) 5 (limа) orаng аnggotа 
Ketuа dаn wаkil ketuа MKN Pusаt hаrus berаsаl dаri unsur 
yаng berbedа dаn dipilih dаri dаn oleh аngotа MKN Pusаt 
yаng dilаkukаn secаrа musyаwаrаh. Аpаbilа pemilihаn secаrа 
musyаwаrаh tidаk tercаpаi kаtа sepаkаt, pemilihаn ketuа dаn 
wаkil ketuа MKN Pusаt dilаkukаn dengаn cаrа pemungutаn 
suаrа. MKN Pusаt mempunyа tugаs melаksаnаkаn pembinааn 
terhаdаp MKN Wilаyаh yаng berkаitаn dengаn tugаsnyа dаn 
dаlаm menjаlаnkаn tugаsnyа tersebut MKN Pusаt mempunyаi 
fungsi melаkukаn pengаwаsаn terhаdаp MKN Wilаyаh.28 
                                                             
28 Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 
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Pelаksаnааn tugаs dаn fungsi tersebut berdааrkаn 
persetujuаn Ketuа Mаjelis Pusаt. 
2) Mаjelis Kehormаtаn Notаris Wilаyаh 
Sаmа seperti hаlnyа MKN Pusаt, MKN Wilаyаh dibentuk 
berdаsаrkаn unsur-unsur berikut ini : 
a) Pemerintаh  
b) Notаris  
c) Аhli аtаu Аkаdemisi 
MKN Wilаyаh berаnggotаkаn 7 (tujuh) orаng yаng terdiri аtаs: 
a) 1 (orаng) Ketuа 
b) 1 (orаng) Wаkil Ketuа 
c) 5 (limа) orаng аnggotа 
Ketuа dаn Wаkil Ketuа MKN Wilаyаh hаrus berаsаl dаri unsur 
yаng berbedа dаn dipilih dаri dаn oleh аnggotа MKN Wilаyаh 
yаng dilаkukаn secаrа musyаwаrаh. Mаjelis Kehormаtаn 
Wilаyаh memiliki tugаs, yаitu : 
a) Melаkukаn pemeriksааn terhаdаp permohonаn yаng 
diаjukаn penyidik, penuntut umum dаn hаkim. 
b) Memberikаn persetujuаn pemаnggilаn notаris untuk 
hаdir dаlаm penyidikаn, penuntutаn dаn proses 
perаdilаn 
MKN Wilаyаh dаlаm menjаlаnаn tugаs mempunyаi fungsi 
melаkukаn pembinааn dаlаm rаngkа: 
a) Menjаgа mаrtаbаt dаn kehormаtаn notаris dаlаm 
menjаlаnkаn profesi jаbаtаn. 
b) Memberikаn perlindungаn kepаdа notаris terkаit 






2.4. Tinjаuаn Umum tentаng Kepolisiаn sebаgаi Penyidik 
 
Kepolisiаn Republik Indonesiа yаng selаnjutnyа disingkаt Polri аdаlаh аlаt 
negаrа yаng berperаn dаlаm memelihаrа keаmаnаn dаn ketertibаn 
mаsyаrаkаt, menegаkkаn hukum, sertа memberikаn perlindungаn, 
pengаyomаn dаn pelаyаnаn kepаdа mаsyаrаkаt dаlаm rаngkа 
terpelihаrаnnyа keаmаnаn dаlаm negeri.29 
2.4.1. Penyelidikаn dаn Penyidikаn 
Penyelidikаn merupаkаn tаhаp permulааn dаlаm proses 
penyidikаn, penyelidikаn merupаkаn bаgiаn yаng tidаk dаpаt 
dipisаhkаn dаri fungsi penyidikаn, kаrenа untuk melаkukаn suаtu 
proses penyidikаn yаng menentukаn tersаngkа dаlаm tindаk 
pidаnа аdаlаh dilаkukаnnyа penyelidikаn terlebih dаhulu, untuk 
menentukаn аpаkаh perbuаtаn yаng didugа tersebut memenuhi 
unsur perbuаtаn tindаk pidаnа аtаu tidаk. Hаl tersebut dilаkukаn  
penyelidik dengаn mengumpulkаn bukti permulааn yаng cukup.30  




Pengertiаn Penyelidikаn diаtur dаlаm Pаsаl 1 аngkа 5 KUHАP, 
yаitu: 
“Penyelidikаn аdаlаh serаngkаiаn tindаkаn penyelidik 
untuk mencаri dаn menemukаn suаtu peristiwа yаng 
didugа sebаgаi tindаk pidаnа gunа menentukаn dаpаt аtаu 
tidаknyа dilаkukаn penyidikаn menurut cаrа yаng diаtur 
dаlаm undаng-undаng ini.” 
 
Sedаngkаn yаng melаkukаn Penyelidikаn, disebut Penyelidik 
yаng disebutkаn dаlаm Pаsаl 1 аngkа 4 KUHАP, yаitu: 
“Penyelidik аdаlаh pejаbаt Polisi Negаrа Republik 
Indonesiа yаng diberi wewenаng oleh undаng-undаng ini 
untuk melаkukаn penyelidikаn.” 
 
Tugаs dаn Wewenаng Penyelidik disebutkаn dаlаm Pаsаl 5 
аyаt 1 huruf (а) dаn (b) KUHАP, yаitu : 
                                                             
29 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
30 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56 
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1. Аpаbilа dilihаt dаri tugаs dаn wewenаng penyelidik 
berdаsаrkаn hukum dаpаt berupа: 
a) Menerimа lаporаn аtаu pengаduаn; 
b) Mencаri keterаngаn dаn аlаt bukti; 
c) Menyuruh berhenti seseorаng yаng dicurigаi dаn 
menаnyаkаn sertа memeriksа tаndа pengenаl diri; 
d) Mengаdаkаn tindаkаn lаin menurut hukumаn yаng 
bertаnggung jаwаb. 
2. Kewenаngаn Penyelidik  аtаs perintаh Penyidik : 
a) Penаngkаpаn, lаrаngаn, meninggаlkаn tempаt, 
penggeledаhаn dаn penyitааn; 
b) Pemeriksааn dаn penyitааn surаt; 
c) Mengаmbil sidik jаri dаn memotret seseorаng; 
d) Membаwа dаn menghаdаpkаn seorаng pаdа 
penyidik. 
 
Penyelidikаn bukаnlаh fungsi yаng berdiri sendiri 
melаinkаn hаnyа merupаkаn sаlаh sаtu metode аtаu sub dаri 
fungsi penyidikаn. Fungsi Penyelidikаn hаnyа sebаgаi untuk 
mengetаhui dаn menentukаn peristiwа аpа yаng 
sesungguhnyа telаh terjаdi, selаnjutnyа mengenаi kelаnjutаn 
dаri proses penyelidikаn, seperti membuаt beritа аcаrа sertа 
lаporаnnyа merupаkаn dаsаr permulааn proses penyidikаn. 
Kegiаtаn Penyelidikаn, merupаkаn bаgiаn аtаu sаlаh sаtu 
cаrа dаlаm melаkukаn penyidikаn untuk :31 
a) Menentukаn suаtu peristiwа yаng terjаdi 
merupаkаn tindаk pidаnа аtаu bukаn; 
b) Membuаt terаng suаtu perkаrа sаmpаi dengаn 
menentukаn pelаkunyа; dаn 
c) Dijаdikаn sebаgаi dаsаr melаkukаn upаyа pаksа. 
 
Kegiаtаn yаng dimаksud diаtаs, meliputi :32 
                                                             
31 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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a) Pengolаhаn TKP; 
b) Pengаmаtаn (observаsi); 
c) Wаwаncаrа (interview); 
d) Pembuntutаn (surveillаnce); 
e) Penyаmаrаn (under cover); 
f) Pelаcаkаn (trаcking); 
g) Penelitiаn dаn аnаlisis dokumen. 
Sаsаrаn penyelidikаn meliputi : 
a) Orаng; 
b) Bendа аtаu bаrаng; 
c) Tempаt; 




Berdаsаrkаn ketentuаn dаlаm Kitаb Undаng – Undаng 
Hukum Аcаrа Pidаnа (KUHАP), dijelаskаn dаlаm Pаsаl 1 аngkа 
1, bаhwа : 
“Penyidik аdаlаh Pejаbаt Polisi Negаrа Republik Indonesiа 
аtаu Pejаbаt Pegаwаi Negeri Sipil yаng diberi wewenаng 
khusus oleh undаng-undаng untuk melаkukаn penyidikаn.” 
 
Sedаngkаn Penyidikаn, dаlаm Pаsаl 1 аngkа 2 аdаlаh : 
“Penyidikаn аdаlаh serаngkаiаn tindаkаn penyidik dаlаm 
hаl dаn menurut cаrа yаng diаtur dаlаm Undаng-Undаng 
ini untuk mencаri sertа mengumpulkаn bukti yаng dengаn 
bukti itu membuаt terаng tentаng tindаk pidаnа yаng 
terjdi dаn gunа menemukаn tersаngkаnyа.” 
 
Penyidik аdаlаh Pejаbаt Polisi Negаrа Republik Indonesiа, 
yаng kаrenа kewаjibаnnyа mempunyаi wewenаng :33 
                                                                                                                                                                      
32 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
 
33 Pasal 7 KUHAP 
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1) Menerimа lаporаn аtаu pengаduаn dаri seorаng 
tentаng аdаnyа tindаk pidаnа; 
2) Melаkukаn tindаk pertаmа pаdа sааt di tempаt 
kejаdiаn; 
3) Menyuruh berhenti seorаng tersаngkа dаn memeriksа 
tаndа pengenаl diri tersаngkа; 
4) Melаkukаn penаngkаpаn, penаhаnаn, penggeledаhаn 
dаn penyitааn; 
5) Melаkukаn pemeriksааn dаn penyitааn surаt; 
6) Memаnggil orаng untuk didenger dаn diperiksа sebаgаi 
tersаngkа аtаu sаksi; 
7) Mendаtаngkаn orаng аhli yаng diperlukаn dаlаm 
hubungаnnyа dengаn pemeriksааn perkаrа; 
8) Mengаdаkаn penghentiаn penyidikаn; 
9) Mengаdаkаn tindаkаn lаin menurut hukum yаng 
bertаnggung jаwаb. 
 
Penyidik disebutkаn dаlаm Pаsаl 1 аngkа 1 KUHАP аdаlаh 
Pejаbаt Polisi аtаu Pegаwаi Negeri Sipil. Pegаwаi Negeri Sipil 
ini diаtur dаlаm Pаsаl 6 аyаt 1 huruf (b), yаitu Pegаwаi Negeri 
Sipil yаng selаnjutnyа disebut PNS yаng mempunyаi fungsi 
dаn wewenаng sebаgаi penyidik. Penyidik PNS sebаgаimаnа 
yаng dimаksud dаlаm Pаsаl 6 аyаt 1 huruf (b) mempunyаi 
wewenаng sesuаi dengаn Undаng – Undаng yаng menjаdi 
lаndаsаn hukumnyа mаsing-mаsing dаn dаlаm pelаksаnааn 
tugаsnyа berаdа dibаwаh koordinаsi dаn pengаwаsаn 
penyidik Polri.  
Tujuаn penyidikаn itu sendiri аdаlаh untuk menunjuk siаpа 
yаng telаh melаkukаn kejаhаtаn dаn memberikаn 
pembuktiаn-pembuktiаn mengenаi mаsаlаh yаng telаh 
dilаkukаnnyа. Untuk mncаpаi mаksud tersebut mаkаn 
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penyidik аkаn mengumpulkаn keterаngаn dengаn fаktа аtаu 
peristiwа tertentu.34 
Penyidikаn hаnyа dаpаt dilаksаnаkаn setelаh diketаhui 
bаhwа telаh terjаdi tindаk pidаnа, kegiаtаn penyidikаn 
dilаkukаn untuk membuаt terаng tindаk pidаnа yаng telаh 
terjаdi gunа menemukаn tersаngkаnyа. Berikut keterаngаn-
keterаngаn yаng biаsаnyа didаpаt dаri sebuаh proses 
penyidikаn :35 
1) Tindаk pidаnа аpа yаng telаh dilаkukаn 
2) Kаpаn tindаk pidаnа itu dilаkukаn 
3) Dimаnа tindаk pidаnа itu dilаkukаn 
4) Dengаn аpа tindаk pidаnа itu dilаkukаn 
5) Bаgаimаnа tindаk pidаnа itu dilаkukаn 
6) Mengаpа tindаk pidаnа tersebut dilаkukаn 
7) Siаpа pembuаtnyа. 
 
c. Prosedur Penyidikаn Oleh Kepolisiаn 
Secаrа gаris besаr proses penyidikаn dilаkukаn secаrа 
bertаhаp meliputi: 
1) Penyelidikаn  
Serаngkаiаn tindаkаn penyelidik untuk mencаri dаn 
menemukаn suаtu peristiwа yаng didugа sebаgаi 
perbuаtаn pidаnа, gunа menentukаn dаpаt tidаknyа 
dilаkukаn penyidikаn.  
Kegiаtаn penyelidikаn meliputi :36 
a) Pengolаhаn TKP 
b) Pengаmаtаn  
c) Wаwаncаrа  
d) Pembuntutаn  
                                                             
34 M. Husein Harun. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. PT. Rineka Cipta, 
Jakarta, 1991, hlm. 56. 
35 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina 
Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 7 
36 Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana 
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e) Prosedur PenPelаcаkаn  
f) Penyаmаrаn  
g) Penelitiаn dаn аnаlisis dokumen 
 
2) Penindаkаn / Upаyа Pаksа 
Setiаp tindаkаn hukum yаng dilаkukаn terhаdаp orаng 
аtаu bаrаng yаng аdа hubungаnnyа dengаn perbuаtаn 







f) Pemerikаsааn Surаt; 
Pemаnggilаn dаlаm hаl ini dilаkukаn secаrа tertulis 
dengаn menerbitkаn surаt pаnggilаn аtаs dаsаr Lаporаn 
Polisi, Lаporаn hаsil penyelidikаn dаn pengembаngаn 
hаsil pemeriksааn yаng tertuаng dаlаm beritа аcаrа.38 
Surаt pemаnggilаn disаmpаikаn dengаn 
memperhitungkаn tenggаng wаktu yаng cukup pаling 
lаmbаt 3 (tigа) hаri sudаh diterimа sebelum wаktu untuk 
dаtаng memenuhi pаnggilаn, dаlаm hаl yаng dipаnggil 
tidаk dаtаng kepаdа penyidik tаnpа аlаsаn yаng sаh, 
penyidik membuаt surаt pаnggilаn keduа. Аpаbilа 
pаnggilаn keduа tidаk jugа dаtаng sesuаi wаktu yаng 
                                                             
37 Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana 
38 Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana 
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telаh ditetаpkаn, mаkа penyidik menerbitkаn surаt 
perintаh membаwа.39 
3) Pemeriksааn 
Kegiаtаn untuk mendаpаtkаn keterаngаn, kejelаsаn dаn 
keidentikаn tersаngkа dаn аtаu sаksi аtаu bаrаng bukti, 
mаupun unsur-unsur perbuаtаn pidаnа yаng terjаdi, 
sehinggа perаnаn seseorаng аtаu bаrаng bukti dаlаm 
perbuаtаn pidаnа itu jelаs.  
a) Pemeriksааn terhаdаp sаksi 
Pemeriksааn terhаdаp sаksi dilаkukаn oleh 
penyidik untuk mendаpаtkаn keterаngаn tentаng 
аpа yаng iа dengаn, iа lihаt, dаn iа аlаmi sendiri.40 
b) Pemeriksааn terhаdаp аhli 
Pemeriksааn terhаdаp аhli dilаkukаn oleh penyidik 
untuk mendаpаtkаn keterаngаn dаri seseorаng 
yаng memiliki keаhliаn khusus tentаng hаl yаng 
diperlukаn untuk membuаt terаng suаtu perkаrа 
pidаnа gunа kepentingаn Penyidikаn.41 
c) Pemeriksааn terhаdаp tersаngkа 
 
4) Penyelesаiаn Berkаs Perkаrа 
Tаhаp ini merupаkаn tаhаp аkhir dаri proses penyidikаn 
tindаk pidаnа yаng dilаkukаn oleh penyidik. 
a) Pembuаtаn resume 
b) Penyusunаn berkаs perkаrа 
c) Penyerаhаn berkаs perkаrа 
 
 
                                                             
39 Pasal 27 ayat 3 dan ayat 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
40 Pasal 64 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana 
41 Pasal 65 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 






Menurut Sugiyono, mendefinisikаn metode penelitiаn аdаlаh sebаgаi 
berikut : 
 “Metode penelitiаn аdаlаh cаrа ilmiаh untuk mendаpаtkаn dаtа yаng vаlid 
dengаn tujuаn dаpаt ditemukаn, dikembаngkаn, dаn dibuktikаn, suаtu 
pengetаhuаn tertentu sehinggа pаdа gilirаnnyа dаpаt digunаkаn untuk 
memаhаmi, memecаhkаn dаn mengаntisipаsi mаsаlаh dаlаm bidаngnyа.”42 
Metode Penelitiаn аdаlаh cаrа melаkukаn sesuаtu dengаn menggunаkаn pikirаn 
secаrа seksаmа untuk mencаpаi suаtu tujuаn dengаn cаrа mencаri, mencаtаt, 
merumusаn dаn mengаnаlisis sаmpаi menyusun lаporаn.43 Istilаh metodelogi 
berаsаl dаri kаtа metode yаng berаrti jаlаn, nаmun menurut kebiаsааn metode 
dirumuskаn dengаn kemungkinаn – kemungkinаn suаtu tipe yаng dipergunаkаn 
dаlаm penelitiаn dаn penilаiаn.44 Metode penelitiаn jugа merupаkаn suаtu cаrа 
yаng digunаkаn dаlаm mengumpulkаn dаtа penelitiаn dаn membаndingkаn 
dengаn stаndаr ukurаn yаng telаh ditentukаn. 45 Untuk memperoleh hаsil yаng 
mаksimаl dаlаm penelitiаn ini, Peneliti menggunаkаn beberаpа perаngkаt 
penelitiаn, аntаrа lаin sebаgаi berikut: 
3.1. Jenis Penelitiаn 
Jenis yаng аkаn dilаkukаn oleh Peneliti аdаlаh Penelitian Yuridis 
Empiris аtаu dаpаt disebut pulа Penelitiаn Lаpаngаn, yаitu penelitiаn yаng 
mengkаji ketentuаn hukum yаng berlаku sertа аpа yаng terjаdi dаlаm 
pelаksаnааnyа di lаpаngаn аtаu di mаsyаrаkаt. Аtаu dengаn kаtа lаin, 
suаtu penelitiаn yаng dilаkukаn terhаdаp keаdааn yаng sebenаrnyа yаng 
terjаdi mаsyаrаkаt dengаn mаksud untuk mengetаhui dаn menemukаn 
fаktа – fаktа dаn dаtа yаng dibutuhkаn, setelаh dаtа dibutuhkаn terkumpul 
                                                             
42 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 
dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014. Hlm. 5 
43 Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 
2003, hlm. 1 
44 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta, 2012, hlm. 5 
45 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka 
Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126 
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kemudiаn menuju pаdа identifikаsi mаsаlаh yаng pаdа аkhirnyа menuju 
penyelesаiаn mаsаlаh.46 
Penelitiаn ini termаsuk dаlаm Penelitiаn Empiris kаrenа hendаk 
meneliti tentаng Pelаksаnааn Pemаnggilаn Notаris Oleh Kepolisiаn Setelаh 
Pemberlаkuаn Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Nomor 7 
Tаhun 2016. 
 
3.2. Metode Pendekаtаn Penelitiаn 
Pendekаtаn penelitiаn yаng аkаn digunаkаn dаlаm penelitiаn ini 
аdаlаh Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 
adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan 
hukum secara empiris untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan 
Pemanggilan Notaris Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016. 
 
3.3. Lokаsi dаn Аlаsаn Pemilihаn Lokаsi Penelitiаn 
Menurut Nаsution, lokаsi penelitiаn menunjukkаn pаdа pengertiаn 
tempаt аtаu lokаsi sosiаl penelitiаn yаng identik dengаn аdаnyа unsur 
pelаku, tempаt dаn kegiаtаn yаng dаpаt di observаsi.   
Penelitiаn tentаng Pemаnggilаn Notаris Oleh Kepolisiаn Setelаh 
Pemberlаkuаn Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Nomor 
7 Tаhun 2016, аkаn dilаksаnаkаn di Kotа Mаlаng, Kаbupаten Mаlаng 
dаn Kotа Bаtu. Penulis memili Instаnsi Kepolisiаn, Notaris yang pernah 
dipanggil oleh Penyidik baik sebagai saksi maupun turut tergugat,  
sebаgаi lokаsi penelitiаn dikаrenаkаn instаnsi tersebut berkаitаn dаn 
memenuhi kriteriа yаng berkаitаn dengаn judul diаtаs.  
3 (tigа) lokаsi yаng berbedа tersebut diаtаs, dimаksudkаn sebаgаi 
pembаnding bаgаimаnа pelаksаnааn pemаnggilаn notаris oleh 
kepolisiаn setelаh berlаkunyа Perаturаn Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа 
Nomor 7 Tаhun 2016. 
 
 
                                                             




3.4. Jenis dаn Sumber Dаtа 
Jenis dаtа yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini, аdаlаh Jenis dаtа 
Primer dаn Jenis dаtа Sekunder. 
3.4.1. Dаtа Primer 
Dаtа primer аdаlаh dаtа yаng diperoleh secаrа lаngsung dаri 
sumber pertаmа yаng terkаit dengаn permаsаlаhаn yаng аkаn 
dibаhаs. Sumber dаtа diperoleh dаri lаpаngаn secаrа lаngsung 
dengаn wаwаncаrа kepаdа : 
1) Penyidik Kepolisiаn 
a) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kotа Mаlаng 
b) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kаbupаten Mаlаng 
c) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kotа Bаtu 
 
2) Notаris yаng pernаh dilаkukаn pemаnggilаn oleh Penyidik di 
tаhun 2018 baik sebagai saksi: 
a) Notаris Kotа Mаlаng,  
b) Notаris Kаbupаten Mаlаng 
c) Notаris Kotа Bаtu 
 
3) Mаjelis Kehormаtаn Notаris 
 
4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah 
Surabaya 
 
3.4.2. Dаtа Sekunder 
Dаtа Sekunder аdаlаh dаtа – dаtа yаng diperoleh dаri buku-buku 
sebаgаi dаtа pelengkаp sumber dаtа primer. Sumber dаtа 
penelitiаn dаpаt diperoleh dengаn melаkukаn tinjаuаn pustаkа 
seperti buku-buku imiаh, hаsil penelitiаn dаn sebаgаinyа. Dаlаm 
penelitiаn ini Penulis memperoleh melаlui : 
1) Perpustаkааn Pusаt Universitаs Brаwijаyа Mаlаng; 
2) Perpusаtаkааn Fаkultаs Hukum Universitаs Brаwijаyа 
Mаlаng; 
3) Jurnаl Hukum; 
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4) Buku Literаtur terkаit; 
5) Ebook; 
6) Perаturаn Perundаng – Undаngаn Jаbаtаn Notаris; 
7) Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа 
Sumber dаtа dаlаm Penelitiаn ini, terdiri аtаs Sumber dаtа 
Primer dаn Sumber dаtа Sekunder.  
a. Sumber Dаtа Primer 
Sumber dаtа primer, diperoleh melаlui penelitiаn lаngsung 
ke lаpаngаn berupа wаwаncаrа dengаn beberapa pihak 
yang telah ditentukan. 
b. Sumber Dаtа Sekunder 
Sumber dаtа sekunder, diperoleh melаlui studi 
kepustаkааn yаitu dengаn buku, literаtur аtаu dokumen 
yаng memiliki keterkаitаn dengаn topik penelitiаn. 
 
3.5. Populаsi, Sаmpel dаn Teknik Sаmpling 
3.5.1. Populаsi 
Populаsi dаlаm suаtu penelitiаn hаrus ditetpаkаn dengаn 
mаksud аgаr penelitiаn yаng dilаkukаn benаr-benаr mendаpаtkаn 
dаtа sesuаi tujuаn yаng dihаrаpаkаn dаlаm sebuаh penelitiаn. 
Sugiyono, mendefinisikаn populаsi аdаlаh sebаgаi berikut : 
“Populаsi аdаlаh wilаyаh generаlisаsi yаng terdiri аtаs: objek 
аtаu subjek yаng mempunyаi kuаlitаs dаn kаrаkteristik 
tertentu yаng ditetаpkаn oleh peneliti untuk dipelаjаri dаn 
kemudiаn ditаrik kesimpulаnnyа.” 
Populаsi (responden) dаlаm penelitiаn ini аdаlаh  
1) Polisi Kotа Mаlаng, Polisi Kаbupаten Mаlаng dаn Polisi 
Kotа Bаtu; 
2) Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil Tidak Menggunakan 
Persetujuan MKNW; 
3) Mаjelis Kehormаtаn Notаris. 




3.5.2. Sаmpel dаn Teknik Sаmpling  
Menurut Sugiyono, Teknik Sаmpling merupаkаn teknik 
pengаmbilаn sаmpel, untuk memnentukаn sаmpe yаng аkаn 
digunаkаn dаlаm penelitiаn.47 
Dаlаm penelitiаn ini, penulis аkаn menggunаkаn teknik 
purposive sаmpling.48 Аlаsаn mengаpа penulis menggunаkаn teknik 
purposive sаmpling аdаlаh kаrenа tidаk semuа sаmpel memiliki 
kriteriа seperti yаng penulis butuhkаn. Oleh kаrenа itu, penulis 
memilih teknik purposive sаmpling dengаn melаlui pertimbаngаn 
аtаu kriteriа-kriteriа yаng memenuhi terhаdаp sаmpel yаng 
digunаkаn dаlаm penelitiаn ini. Аtаu dengаn kаtа lаin penulis 
memilih sаmpel tersebut dengаn аsumsi bаhwа sаmpel terpilih 
mengetаhui аtаu mempunyаi pengetаhui mengenаi permаsаlаhаn 
yаng dikаji. Аdаpun sаmpel yаng terpilih аdаlаh : 
1) Dаri seluruh Kepolisiаn di Mаlаng dаn Bаtu, penulis 
mengаmbil sаmpel yаitu: 
a) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kotа Mаlаng 
b) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kаbupаten Mаlаng 
c) Kаsаt Reserse dаn Kriminаl Kotа Bаtu 
 
2) Dаri keseluruhаn Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil 
Tidak Menggunakan Persetujuan MKNW, penulis 
mengаmbil sаmpel sebаgаi berikut : 
a) 1 Notаris berkedudukаn di Kotа Mаlаng 
b) 1 Notаris berkedudukаn di Kаbupаten Mаlаng 
 
3) Mаjelis Kehormаtаn Notаris 
4) Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
bagian Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. 
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3.6. Teknik Pengumpulаn Dаtа 
3.6.1. Dаtа Primer 
Metode pengumpulаn dаtа merupаkаn sаlаh sаtu аspek 
yаng penting dаlаm berperаn untuk kelаncаrаn dаn keberhаsilаn 
suаtu penelitiаn. Untuk mendаpаtkаn dаtа yаng tepаt dаn sesuаi 
terhаdаp penelitiаn Pelаksаnааn Pemаnggilаn Notаris Oleh 
Kepolisiаn Setelаh Pemberlаkuаn Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk 
Аsаsi Mаnusiа Nomor 7 Tаhun 2016, penulis melаkukаn melаlui 
Wаwаncаrа Lаngsung dengan : 
1. Kepolisian Malang Raya (dilaksanakan pada bulan April-
Mei) 
a. Penyidik Polresta Malang, Aiptu Tinggal Siswoyo, 
S.H.,M.H. Penyidik Polres Kabupaten Malang, Bpk. 
Rudi 
b. Penyidik Polres Kota Batu, Brigadir Faris Tyas,S.H. 
 
2. Notaris sebagai Saksi Yang Dipanggil Tidak Menggunakan 
Persetujuan MKNW, wawancara dengan Notaris 
berkedudukan di Kabupaten Malang dan Kota Malang yang 
tidak disebutkan identitasnya. 
 
3. Majelis Kehormatan Notaris & Kantor Wilayah Menteri 
Hukum dan HAM Jawa Timur, Wawancara dengan Bapak. 
Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H. bagian Administrasi 
Hukum Umum serta bagian dari  MKNW Jawa Timur. 
(dilaksanakan pada bulan April – Mei) 
 
Wаwаncаrа lаngsung dаlаm pengumpulаn fаktа sosiаl 
sebаgаi bаhаn kаjiаn ilmu hukum empiris, dilаkukаn dengаn cаrа 
tаnyа jаwаb secаrа lаngsung dimаnа semuа pertаnyааn disusun 
secаrа sistemаtis, jelаs dаn terаrаh sesuаi dengаn permаsаlаhаn 
аtаu isu hukum yаng diаngkаt dаlаm penelitiаn ini. Dengаn tujuаn 
untuk memperoleh keterаngаn secаrа lisаn gunа mencаpаi tujuаn 
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mendаpаtkаn informаsi yаng аkurаt dаri nаrаsumber yаng 
berkompenten.49 
 
3.6.2. Dаtа Sekunder 
Dаtа sekunder mengenаi Pelаksаnааn Pemаnggilаn Notаris 
Oleh Kepolisiаn Setelаh Pemberlаkuаn Perаturаn Menteri Hukum 
dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа Nomor 7 Tаhun 2016, menggunаkаn : 
1) Pаsаl 66 аyаt (1) Undаng – Undаng Jаbаtаn Notаris 
Nomor 2 Tаhun 2014 tentаng Perubаhаn Undаng – 
Undаng Jаbаtаn Notаris Nomor 30 Tаhun 2004. 
2) Putusаn Mаhkаmаh Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 
3) Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk Аsаsi Mаnusiа 
Nomor 7 Tаhun 2016 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
 
3.7. Teknik Аnаlisis Dаtа 
Аnаlisis dаtа аdаlаh proses mengorgаnisаsikаn dаn mengurutkаn 
dаtа kedаlаm polа, kаtegori dаn sаtuаn urаiаn dаsаr sehinggа dаpаt 
ditemukаn temа dаn dаpаt dirumuskаn hipotesis kerjа. Jаdi dаlаm аnаlisis 
dаtа mempunyаi tujuаn untuk mengorgаnisаsikаn dаtа – dаtа yаng telаh 
diperoleh, yаitu dаtа yаng diperoleh berdаsаrkаn hаsil penulis terjun ke 
lаpаngаn. Setelаh mendаpаtkаn dаtа tersebut, mаkа penulis аkаn 
mengelolаh dаn mengаnаlisis dаtа tersebut dengаn menggunаkаn Teknik 
Аnаlisis Dаtа Deskriptif Kuаlitаtif.  
Pemilihаn metode ini dikаrenаkаn penelitiаn ini ingin mempelаjаri 
mаsаlаh – mаsаlаh, fаktа-fаktа аtаu fenomenа yаng terjаdi di 
mаsyаrаkаt dаn membuаt gаmbаrаn terhаdаp situаsi yаng аdа. Setelаh 
itu аnаlisis dаtа kuаlitаtif аdаlаh teknik yаng menggаmbаrkаn dаn 
menginterpretаsikаn dаtа-dаtа yаng telаh terkumpul, sehinggа diperoleh 
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4.1 Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh 
Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 
Kehormatan Notaris di Instansi Kepolisian Malang Raya 
A. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dalam Proses 
Penyidikan 
Notaris sebagai Pejabat Umum mempunyai kewenangan dalam 
membuat atau mengeluarkan produk hukum berupa  Akta Otentikyang 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena 
sempurnanya kekuatan pembuktian suatu Akta Otentik, Notaris harus 
menjamin kebenaran atas akta otentik yang dibuatnya. Notaris harus 
memastikan telah melakukan kewajibannya dalam proses pembuatan 
akta otentik berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam UUJN, 
beberapa kewajiban mengenai akta otentik yang diatur di dalam UUJN 
seperti contohnya mengenai bentuk akta Notaris harus sesuai dengan 
Pasal 38 UUJN yang telah menentukan bentuk Akta Notaris,  selain itu 
Notaris mempunyai kewajiban membacakan akta di hadapan 
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi 
yang mana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16 huruf m dan 
Pasal 40 UUJN  serta Pasal 44 yang mengatur mengenai bahwa segera 
setelah akta dibacakan akta tersebut di tanda-tangani oleh para 
penghadap, para saksi dan juga Notaris yang bersangkutan, maka dari 
itu ada kewajiban penghadap hadir dalam pembuatan akta otentik, 
sesuai dengan awal akta yang menyebutkan bahwa “hadir dihadapan 
saya Notaris di......” apabila penghadap berhalangan hadir atau 
penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka harus 
diebutkan dengan jelas di dalam akta tersebut.  
Notaris harus berhati-hati dalam setiap pembuatan akta otentik, 
Notaris harus menjamin apapun yang dituangkan di dalam akta adalah 
benar. Selain itu, Notaris harus memastikan segala surat atau 
keterangan pendukung dalam pembuatan akta merupakan surat atau 
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keterangan yang asli dan dapat dipertanggung jawabkan, hal tersebut 
untuk menghindarkan Notaris dari permasalahan hukum yang 
bersangkutan dengan akta otentik yang dibuatnya. Namun, pada 
prakteknya masih banyak Notaris yang dipanggil oleh Pihak Kepolisian 
atas laporan yang diterima mengenai akta otentik yang dibuatnya. 
Kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai Penyidik mempunyai 
wewenang untuk melakukan panggilan atau pemeriksaan terhadap 
siapapun yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana sesuai yang 
disebutkan dalam Pasal Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 1 angka 2 KUHAP. 
Menurut sistem hukum acara lama, “Penyidikan” merupakan aksi atau 
tindakan pertama dari penegak hukum yang diberik wewenang untuk 
itu, yang dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga 
terjadinya suatu tindak pidana.51 “Penyidikan” merupakan tindakan 
yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau 
jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada 
persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus 
diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah 
telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian, siapakah 
pembuatnya.52 Hal tersebut berlaku untuk siapapun yang diduga 
melakukan sebuah tindakan pidana, termasuk Notaris sekalipun.  
Apabila Pihak Kepolisian menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut, 
maka pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan 
Penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah tindakan yang 
dilakukan Notaris berdasarkan laporan tersebut merupakan sebuah 
tindakan pidana. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam 
proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan suatu 
proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana 
                                                             
51 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, PT. Bina 
Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 6 
52 Sudarto, “Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntut Dan Pemeriksaan 
Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri”, Majalah Publikasi, Nomor 1, 
Penerbit Yayasan Lembaga Research Dan Afiliasi Industri Universitas Diponegoro, 
Semarang, 1962, hlm. 7. 
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adalah dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu. Setelah dilakukan 
penyelidikan, dan diketahui bahwa adanya unsur tindak pidana yang 
dilakukan pada umumnya berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) berbunyi:53 
1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 
alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka 
dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat 
panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang 
wajar antara diterimanya panggilan dan hai seorang itu diharuskan 
memenuhi panggilan tersebut. 
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika ia 
tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah 
kepada petugas untuk membawa kepadanya. 
 
Namun disatu sisi, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 
2014 memberikan ketentuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, 
maupun Hakim baik untuk proses penyidikan maupun untuk proses 
peradilan dalam hal pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta harus 
berdasarkan Persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan 
Notaris, hal tersebut diatur didalam Pasal 66 ayat 1 (satu) UUJN, yang 
berbunyi: 
 
“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau 
hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang : 
a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; dan 
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam 
Penyimpanan Notaris.” 
 
Ketentuan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 yang berbunyi:54 
                                                             
53 Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
54 Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 
51 
 
1. Permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta atau Protokol 
Notaris dan pemanggilan Notaris oleh Pihak Penyidik, Penuntut 
Umum, atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 
Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris 
Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. 
2. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersngkutan. 
3. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. Nama Notaris; b. 
Alamat Kantor Notaris; c. Nomor Akta dan/atau Surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
Penyimpanan Notaris; dan d. Pokok perkara yang disangkakan.  
4. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan 
jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap 
permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. 
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terlampaui, dianggap MKN Wilayah menerima permintaan 
persetujuan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik 
Polres Kota Malang, bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Pemanggilan Notaris terkait Minuta 
Akta untuk keperluan Penyidikan tidak membutuhkan persetujuan atau 
ijin siapapun yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 
sehingga Penyidik dapat langsung membuat surat panggilan untuk 
Notaris yang bersangkutan tanpa seijin siapapun. Namun setelah 
berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan 
pelaksana Pasal 66 UUJN, Pemanggilan yang melibatkan Notaris harus 
berdasarkan persetujuan MKN, berikut prosedur pemanggilan Notaris 
oleh Kepolisian untuk kepentingan Penyidikan setelah berlakunya 







Prosedur Pemanggilan Notaris setelah Berlakunya 
































LAPORAN KEPOLISIAN / 
PENGADUAN 
PENYELIDIKAN PENYIDIKAN 
1. SURAT PERINTAH 
TUGAS 
2. SURAT PERINTAH 
PENYELIDIKAN 







1. SURAT PERINTAH 
TUGAS 
2. SURAT PERINTAH 
PENYIDIKAN 


















            Undangan Klarifikasi sifatnya adalah 
wawancara klarifikasi bukan bentuk 
pemanggilan sehingga terhadap pihak yang 
diundang tersebut mempunyai hak untuk 
datang atau tidak. 
 apabila Majelis Kehormatan Notaris 
memberikan persetujuan kepada Penyidik 
untuk melakukan panggilan terhadap 
Notaris yang bersangkutan, maka akan 
dilanjutkan dengan pembuatan surat 
panggilan tertulis Penyidik kepada Notaris 
untuk melakukan proses penyidikan, namun 
apabila Majelis Kehormatan Notaris 
menolak/tidak memberikan persetujuan 
dengan alasan tertentu, maka Penyidik 
tidak dapat melakukan pemanggilan 
terhadap Notaris tersebut. 
  
Berdasarkan data diatas, bahwa terdapat 4 (empat) tahapan dalam 
Penyidikan, yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan dan 
Penyelesaian Berkas Perkara. Pada tahapan Penyidikan yang pertama 
adalah Penyelidikan, pengertian penyelidikan diatur didalam Pasal 1 
angka 5 KUHAP, yang berbunyi : 
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” 
 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP diatas, penyelidikan adalah 
tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah 
perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran 
terhadap hukum pidana tau bukan pelanggaran terhadap hukum 
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pidana.55 Oleh karenanya sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP 
memberikan tugas kepada aparatur negara di bidang penegakan 
hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan 
kepolisian atau pengaduan.56 
Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan adalah atas dasar adanya 
laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, apabila 
laporan atau pengaduan tersebut ditujukan  kepada Notaris, pada 
umumnya laporan atau pengaduan tersebut berasal dari pihak yang 
merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris tersebut.  
Laporan atau Pengaduan itu sendiri disebutkan di dalam KUHAP yaitu 
dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP mengenai pengertian Laporan, 
menyebutkan : 
“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang 
karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat 
yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi 
peristiwa pidana.” 
 
Sedangkan pengertian Pengaduan disebutkan didalam Pasal 1 angka 
25 KUHAP, yaitu : 
“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak 
menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan 
yang merugikan.” 
 
Dua pengertian di atas sama-sama menyampaikan informasi 
berdasarkan hak-hak hukum kepada aparatur negara yang berwenang. 
Selanjutnya dalam hal laporan, harapan dari pemberi informasi 
(pelapor) tidak disertai dengan sebuah permintaan untuk dilakukan 
tindakan hukum secara kuat, tetapi ada nilai-nilai yang sebenarnya 
hampir sama, bahwa perkara hukum itu juga harus ada tindakan atau 
proses hukumnya. Sedangkan dalam pengaduan, pengadu mempunyai 
kekuatan  dan hak-hak untuk mengajukan permintaan secara jelas 
kepada paratur negara penegak hukum agar ada tindakan hukum atas 
                                                             
55 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 
hlm 19 
56 Ibid., hlm. 20 
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perkara itu.57  Selain itu, perbedaan Laporan dengan Pengaduan 
adalah terletak pada jenis “hukum materiil” atau “jenis kejahatan” 
tindak pidana yang diberitahukan. Pada Laporan, pemberitahuan 
bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada 
pengaduan, merupakan pemberitahuan seorang kepada pejabat yang 
berwenang tentang “tindak pidana duan” atau klacht delik yang 
menimbulkan kerugian kepadanya.58 Berdasarkan informasi yang 
diperoleh dari wawancara langsung dengan Bapak Jarwoto (sebagai 
Penyidik Polres Kota Malang), Bapak Rudi (KBO Polres Kabupaten 
Malang) dan Bapak Brigadir Faris Tyas (sebagai Penyidik Pembantu 
Pidana Umum Polres Kota Batu) bahwa sebagaian besar penyelidikan 
yang dilakukan kepada Notaris atas dasar adanya Pengaduan dari 
pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris itu, dan 
pengadu mempunyai maksud dan tujuan melakukan pengaduan 
tersebut untuk mengajukan permintaan agar dilakukan tindakan 
hukum atas aduan tersebut.  
Setelah dilakukan observasi secara langsung ke Polres Kota 
Malang, Polres Kabupaten Malang dan Polres Kota Batu, didapatkan 
informasi bahwa rata-rata pengaduan yang diterima dari pelapor 
adalah terkait dengan produk Notaris yaitu Akta Otentik yang diduga 
merugikan pihak-pihak tertentu, yaitu terkait: 
1. Pasal 266 KUHP 
 “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya 
harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah 
keterangannya sesuai dengan kebenaran,diancam, jika pemakaian 
itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun” 
 
2. Pasal 263 KUHP 
 “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan 
hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu 
hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
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58 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 118. 
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memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, 
diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, 
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam 
tahun.” 
 
Apabila melihat kekuatan pembuktian akta otentik itu sendiri, yaitu 
kekuatan pembuktian  formal, pada hakikatnya Akta yang dibuat oleh 
atau dihadapan Notaris memastikan kebenaran dari apa yang 
disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris 
sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Sehingga 
apabila keterangan para pihak merupakan keterangan yang tidak 
sebenarnya dan hal tersebut dituliskan didalam Akta Otentik atau 
Notaris dalam hal ini sengaja atau tidak sengaja melakukan 
pelanggaran dalam pembuatan akta otentik terkait berkas-berkas, 
identitas maupun tanda tangan para pihak, dan di kemudian hari 
terdapat pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta 
tersebut karena dengan terbitnya suatu akta tersbut dapat 
mengakibatkan seseorang kehilangan haknya, hal tersebut yang 
mengakibatkan Notaris seringkali mendapat panggilan dari pihak 
Kepolisian untuk melakukan proses penyidikan. Beberapa diataranya 
yaitu: 59 
1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan, Notaris 
membuat akta padahal ia mengetahui bahwa para pihak tidak 
saling berhadapan; 
2. Identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar 
atau dianggap memberikan keterangan palsu.  
3. Data mengenai obyek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan 
fakta yang ada. Sehingga salah satu pihak dianggap memberikan 
keterangan palsu, Notaris menjadi pihak yang turut tergugat 
selaku pihak yang membuat akta perjanjian. 
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar, 
sehingga disini akta Notaris yang terbit dianggap akta palsu. Jerat 
yang biasa digunakan pelapor adalah memasukkan data palsu ke 
dalam akta otentik atau memalsukan dokumen. 
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5. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan, 
hal tersebut dilakukan biasanya dikarenakan keterbatasan waktu 
dan pihak yang bersangkutan tidak berada ditempat.  
6. penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu 
mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris 
tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi 
untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas 
resmi penghadap benar atau palsu. 
7. Terkait akta perjanjian jual beli yang mana tidak ada perjanjian 
perkawinan maka harus persetujuan suami/isteri penghadap. 
Tetapi pada saat menghadap kepada Notaris ternyata orang yang 
dibawa tersebut bukan suami/isteri penghadap. 
 
Atas dasar laporan atau pengaduan tersebut diatas dari Pihak Pelapor 
yaitu pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta notaris tersebut, 
Pihak Kepolisian akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan 
berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan dan 
Surat Rencana Tugas. Dalam tahapan penyelidikan, penyelidik akan 
mencari bukti apakah tindakan seperti yang dilaporkan tersebut 
memenuhi unsur tindakan pidana atau tidak, salah satu upaya mencari 
bukti adalah dengan mengirimkan undangan klarifikasi terhadap pihak-
pihak terkait termasuk Notaris yang dilaporkan untuk dilakukan 
wawancara. Undangan klarifikasi itu sendiri memang tidak diatur 
didalam KUHAP, sehingga apabila Notaris dan pihak-pihak terkait yang 
diundang tersebut berkenan untuk datang maka hal tersebut dapat 
mempermudah Penyelidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana 
yang terjadi, dalam undangan klarifikasi tidak terdapat kewajiban 
untuk Notaris atau pihak-pihak terkait untuk hadir, dan apabila Notaris 
dan pihak-pihak terkait tidak berkenan untuk hadir dalam undangan 
klarifikasi hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam undangan 
klarifikasi pihak yang bersangkutan bebas untuk datang atau tidak, 
tidak ada sanksi hukumnya untuk itu. Setelah dilakukan wawancara 
kepada pihak-pihak yang bersedia untuk hadir, Penyelidik akan 
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melakukan gelar perkara kembali atas dasar Surat Hasil Penyelidikan, 
dan apabila cukup bukti maka akan perkara tersebut akan naik ke 
tingkat atau proses selanjutnya yaitu Penyidikan. Untuk masuk ke 
tahap Penyidikan, perkara tersebut harus mempunyai cukup bukti, 
apabila tidak cukup bukti maka tidak dilanjutkan ke tahapan 
selanjutnya yaitu Penyidikan. Seperti halnya Penyelidikan, Penyidikan 
dilakukan atas dasar :60 
a. Laporan polisi/pengaduan; 
b. Surat Perintah Tugas; 
c. Laporan Hasil Penyelidikan 
d. Surat Perintah Penyidikan; dan 
e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 
 
Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan : 
“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) 
alat bukti yang sah, yang digunakan untk menduga bahwa seseorang 
telah melakukan tindak pidana sebagai dasar dapat dilakukan 
penangkapan.” 
 
Alat bukti yang dimaksud, yaitu alat bukti yang sah yaitu dapat berupa 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa.61 
Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, dan terbitnya Surat Perintah 
Penyidikan, untuk memulai proses Penyidikan harus adanya SPDP atau 
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang mana SPDP 
memuat sekurang-kurangnya:62 
a. Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah 
Penyidikan; 
b. Waktu dimulainya penyidikan; 
c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat 
tindak pidana yang disidik; 
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d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); 
dan 
e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. 
 
Setelah membuat SPDP, penyelidikan dimulai dengan melakukan 
pemanggilan kepada pihak – pihak yang terkait, pemanggilan dalam 
Pasal 26 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 termasuk dalam salah satu 
upaya paksa untuk menghadirkan saksi atau tersangka. Sedangkan 
pengertian pemanggilan sendiri adalah tindakan hukum yang dilakukan 
oleh Penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang 
di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang 
berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi.63 Demi untuk 
melakukan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang melakukan 
pemanggilan terhadap: 
a. Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 
pidana; 
b. Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa. 
 
Pemanggilan saksi harus dilakukan Penyidik dengan berhati-hati dan 
teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat 
memberikan keterangan apapun. Menentukan saksi dalam sebuah 
peristiwa pidana harus didahului dengan penelitian dan pertimbangan 
yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihubungkan 
dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai peristiwa 
pidana yang bersangkutan. Pasal 1 butir 26, menentukan kriteria 
seseorang yang dapat dipanggil sebagai saksi, yaitu: 
a. Seorang yang mendengar sendiri; 
b. Melihat sendiri; 
c. Mengalami sendiri peristiwa pidananya; 
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d. Orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber 
pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami 
sendiri. 
 
Setelah menentukan status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, 
selanjutnya supaya panggilan yang dilakukan aparat penegak hukum 
pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, 
harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. 
Ketentuan mengenai syarat sahnya panggilan pada tingkat 
pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119 dan Pasal 
227 KUHAP64 yaitu: 
a. Panggilan berbentuk “Surat Panggilan” 
Surat pemanggilan harus memuat alasan pemanggilan, dan 
menyebutkan sebagai apakah seseorang tersebut dipanggil, 
apakah sebagai tersangka, atau sebagai saksi atau sebagai ahli. 
Namun pada prakteknya, seringkali dalam surat panggilan 
tersebut tidak dicantumkan dengan status apa orang yang 
bersangkutan tersebut dipanggil dan surat panggilan harus 
ditandatangani pejabat penyidik. 
b. Pemanggilan memperhatikan tenggang waktu yang wajar dan 
layak, antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan 
hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi 
panggilan, harus ada tenggang waktu yang layak.65 
 
Dalam proses penyelidikan, penyelidik dapat mendapatkan bukti salah 
satunya adalah dengan memberikan undangan klarifikasi kepada 
pihak-pihak yang terkait, bukan dalam bentuk “panggilan”seperti 
dalam tingkat Penyidikan. Undangan klarifikasi tersebut bersifat 
wawancara yang mana tidak ada kewajiban para pihak untuk datang, 
karena tidak ada sanksi hukumnya untuk itu. Sedangkan Pemanggilan 
dalam tingkat Penyidikan, adalah salah satu bentuk upaya paksa yang 
harus dipenuhi untuk pihak-pihak yang mendapat surat panggilan dari 
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Pihak Kepolisian, karena ada sanksi hukum atas tidak hadirnya pihak 
yang telah dilakukan pemanggilan oleh Penyidik. Namun dalam hal 
pihak yang terkait tersebut adalah Notaris, penyidik tidak dapat serta 
merta melakukan pemanggilan seperti pada umumnya, karena UUJN 
mengatur mengenai pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus 
berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan 
Notaris, hal tersebut diatur dalam Pasal 66 ayat (1), oleh karena itu 
sebelum memberikan surat pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir 
dalam tahap pemeriksaan penyidikan, yaitu setelah dibuatnya SPDP 
(Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) penyidik mengirimkan Berkas 
Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris kepada Majelis 
Kehormatan Notaris, untuk Wilayah Malang Raya bekas permohonan 
tersebut dikirimkan ke Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa timur 
yang terletak di Kota Surabaya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku 
Penyidik Polres Kota Malang pengiriman berkas tersebut dilakukan 
sebelum dilakukannya pemanggilan melalui surat panggilan terhadap 
Notaris yang bersangkutan. Dengan adanya aturan baru dalam Pasal 
66 ayat (1) UUJN dan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 
mengenai prosedur pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, apabila 
Penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk 
melakukan pemeriksaan baik terhadap pemanggilan tersangka maupun 
pemanggilan saksi, karena tidak ada penjelasan didalam UUJN maupun 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mengenai status sebagai apa 
pemanggilan Notaris harus berdasarkan persetujuan MKN. Oleh 
karenanya terhadap status tersangka maupun saksi apabila penyidik 
memerlukan keterangan dari Notaris harus berdasar persetujuan MKN. 
Prosedurnya Penyidik harus mengirimkan berkas permohonan 
persetujuan kepada MKN dan menunggu jawaban dari pihak MKN yaitu 
berupa Surat Jawaban apakah permohonan penyidik untuk 
menghadirkan Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam 
pemeriksaan disetujui atau tidak. Berkas Permohonan Persetujuan 
Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, dikirimkan 
kepada MKN dengan disertai kronologis Jangka waktu dari dikirimnya 
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berkas permohonan tersebut sampai mendapatkan jawaban berupa 
surat dari MKN berbeda-beda, Penyidik Polres Kota Malang 
mengatakan dari beberapa kali mengirimkan berkas permohonan 
kepada MKN, penyidik mendapatkan surat jawaban perlu menunggu 
kurang lebih sampai dengan 30 hari. Sedangkan Penyidik Polres 
Kabupaten Malang, penyidik mendapatkan jawaban kurang lebih 7 
hari. Dari surat balasan MKN tersebut kepada  Penyidik terdapat 2 
macam jawaban, yaitu: 66 
1. MKN memberikan persetujuan untuk penyidik melakukan 
pemanggilan dan melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang 
bersangkutan; atau 
2. MKN menolak atau tidak memberikan persetujuan untuk Penyidik 
melakukan pemaggilan dan menghadirkan Notaris untuk 
pemeriksaan, namun memberikan persetujuan untuk mengambil 
fotocopy Minuta Akta. 
 
Terhadap persetujuan yang diberikan MKN kepada Penyidik untuk 
melakukan Pemanggilan kepada Notaris, langkah selanjutnya adalah 
mengirimkan surat panggilan sebagaimana telah dijelaskan diatas 
mengenai surat panggilan, dalam surat panggilan yang dibuat Penyidik 
kepada Notaris pada awalnya adalah dihadirkan sebagai statusnya 
sebagai saksi dalam pemeriksaan penyidikan, surat panggilan tersebut 
disertai dengan surat balasan dari MKN yang memberikan keterangan 
bahwa MKN memberikan persetujuan kepada penyidik untuk 
melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk melakukan 
pemeriksaan pada tahap Penyidikan. Dan pada saat mendapatkan 
surat panggilan tersebut Notaris wajib hadir dalam pemeriksaan 
penyidikan, karena pemanggilan dalam tahap penyidikan merupakan 
salah satu upaya paksa yang mana pihak yang dilakukan pemanggilan 
tersebut dan sudah menerima surat panggilan tidak hadir, terdapat 
sanksi hukumnya. Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur mengenai sanksi 
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apabila yang dipanggil tidak hadir, yaitu disebutkan dalam Pasal 27 
angka 5 dan angka 6 yang berbunyi: “dalam hal yang dipanggil tidak 
datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat 
surat panggilan kedua, apabila panggilan kedua tidak datang sesuai 
dengan waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat 
perintah membawa.”  
Pemanggilan dalam proses penyidikan dilakukan untuk 
diadakannya tahapan selanjutnya dalam penyidikan yaitu pemeriksaan 
terhadap saksi dan tersangka yang telah dipanggil. Terhadap Notaris 
yang selama ini dipanggil oleh Penyidik adalah untuk menjalani proses 
pemeriksaan dalam tahap penyidikan, yang mana Notaris dipanggil 
dengan statusnya sebagai saksi untuk diminta keterangan bagaimana 
keterlibatan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, terhadap 
peristiwa pidana yang diadukan oleh Pelapor, apakah terdapat unsur 
kesengajaan yang dilakukan oleh Notaris atau tidak. Seperti contohnya 
pada kasus pemalsuan identitas para pihak, apakah ketika proses 
pembuatan akta Notaris yang bersangkutan meminta identitas para 
pihak, apakah pada saat menghadap para pihak semua hadir, apakah 
akta dibacakan dihadapan para pihak.   
 
B. Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan 
Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 di Instansi Kepolisian 
Malang Raya 
Sebelum terbit Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yang 
mengatur mengenai pemanggilan Notaris harus berdasarkan ijin 
MKNW, pelakasanaan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta di 
Malang Raya sendiri, yaitu setelah adanya Putusan MK Nomor 49/PUU-
X/2012, dilakukan oleh Penyidik tanpa persetujuan siapapun. 
Kepolisian dalam hal ini Penyidik melaksanaan pemanggilan 
berdasarkan kewenangannya dalam Pasal 112 KUHAP, yang berbunyi; 
“Polisi yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebtkan alasan 





Dari segi Penyidik, tentu hal tersebut sangat memudahkannya 
untuk memperoleh keterangan dari Notaris secara langsung dan 
mempermudahkan Penyidik untuk mengungkap tersangka dalam 
dugaan sebuah tindak pidana, namun dalam segi Notaris sebagai 
Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik tidak adanya aturan yang 
mengatur bahwa pemanggilan Notaris terkait minuta akta harus 
berdasarkan persetujuan terlebih dahulu, tidak dapat dipungkiri hal 
tersebut mengganggu Notaris dalam melaksanakan jabatannya, 
bagaimana tidak, setelah persetujuan dibatalkan oleh Putusan MK 
semakin banyak Notaris mendapat panggilan dari pihak berwajib untuk 
memenuhi panggilan penyidikan yang mana sebagai warga ngara 
Indonesia Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. yang 
menghawatirkan dalam kondisi ini selain dapat mengganggu Notaris 
dalam melaksanakan jabatannya, Notarispun dilanda kebingungan 
ketika harus memberikan keterangan dalam proses penyidikan karena 
disisi lain Notaris juga mempunyai kewjiban untuk menjaga rahasia 
jabatan. Oleh karenanya, Menteri Hukum dan HAM merasa perlu 
memberikan perlindungan dalam bentuk persetujuan kembali dalam 
melakukan pemanggilan kepada Notaris terkait akta minuta yang 
dibuatnya. 
Setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Majelis Kehormatan Notaris, mau tidak mau ketentuan dalam Pasal 66 
UUJN yaitu mengenai Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta harus 
berdasarkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu, baik untuk 
kepentingan penyidikan maupun proses peradilan ketentuan tersebut 
sudah harus dilaksanakan. Di Malang sendiri, yang memiliki 3 wilayah 
yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang mana 
masing-masing wilayah tersebut memiliki Kantor Kepolisian masing-
masing, yaitu : 
1. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang; 
2. Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Malang; 




Dari ketiga Kantor Kepolisian tersebut yang terletak di Malang, 
semenjak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, apakah 
penyidik di masing-masing Kantor Kepolisian tersebut sudah 
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 UUJN, yaitu pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta berdasarkan persetujuan MKN, ataukah 
masih berpedoman pada Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang 
mana tidak meghendaki adanya persetujuan? Berdasarkan hasil 
perolehan data dari masing-masing Kantor Kepolisian tersebut akan 
ditemukan jawaban mengenai bagaimana pelaksanaan pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta setelah berlakunya Permenkumham Nomor 
7 tahun 2016 di Malang Raya. Berikut adalah data mengenai 
pemanggilan Notaris yang dilakukan Kantor Kepolisian Malang Raya 
dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 : 
 
Tabel 2.1 
Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta Minuta oleh 












Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta Minuta 
















Pemanggilan Notaris yang Berkaitan dengan Akta 
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Berdasarkan hasil perolehan data diatas, merupakan pemanggilan 
Notaris di kantor kepolisian Malang Raya atas pengaduan dari Pihak 
yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta Notaris yang 
berkaitan dengan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, yaitu dugaan 
pemalsuan dokumen syarat pembuatan akta otentik, salah satu contoh 
banyak laporan masuk di Kantor Kepolisian Malang Raya adalah 
adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak 
atau lebih. Oleh karenanya, Pihak Kepolisian melakukan pemanggilan 
terhadap Notaris tersebut untuk dimintai keterangan, semua panggilan 
tersebut merupakan kedudukan Notaris sebagai saksi. Sehingga 
pemanggilan terhadap Notaris dalam hal ini adalah sebagai Notaris 
yang dalam jabatannya melakukan suatu dugaan tindak pidana berupa 
terkait akta yang dibuatnya. 
Setelah berlakunya Peremenkumham yaitu pada tahun 2016 
pelaksanaan pemanggilan Notaris sendiri oleh Kepolisian Malang Raya 
masih belum dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan persetujuan 
MKNW, Pihak MKNWilayah sendiri masih dalam tahap 
mensosialisasikan struktur organisasinya kepada pihak-pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. 
Hingga tahun 2018, Penyidik Polres Kota, Kabupaten Malang dan 
Polresta Batu masih belum pernah menetapkan Notaris sebagai 
tersangka, walaupun kedudukannya sebagai saksi dalam pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta proses penyidikan harus tetap berdasarkan 
persetujuan dari MKN Wilayah. Pemanggilan Notaris yang 
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membutuhkan persetujuan MKNW Jatim adalah pemanggilan yang 
berkaitan dengan akta minuta seperti yang dituliskan dalam Pasal 66 
UUJN, berkaitan dengan akta minuta tersebut dimaksudkan adalah 
segala dugaan tindak pidana yang ada berkaitan dengan pembuatan 
akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Tindak pidana yang dilakukan 
oleh Notaris diluar akta otentik, seperti contohnya Notaris terlibat 
pembunuhan, atau Notaris terlibat pencurian yang mana hal tersebut 
tidak berhubungan dengan jabatannya maka pemanggilan Notaris oleh 
Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan tidak memerlukan ijin dari 
MKNW. Data diatas merupakan pemanggilan Notaris yang berkaitan 
dengan jabatannya yaitu sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, yang 
mana terhadap akta tersebut terdapat pihak-pihak yang merasa 
dirugikan sehingga Penyidik perlu melakukan pemanggilan untuk 
memperoleh keterangan. Terhadap data pemanggilan Notaris oleh 
Kepolisian dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, berdasarkan 
hasil wawancara dengan Penyidik Kota Malang, Kabupaten Malang dan 
Kota Batu bahwa pemanggilan Notaris tersebut diatas sebagian telah 
dilaksanakan berpedoman dengan peraturan yang baru yaitu 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana 
dari Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang mewajibkan kembali adanya 
persetujuan terlebih dahulu dari MKN apabila Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris 
terkait minuta akta.  Namun penerapannya sendiri, Instansi Kepolisian 
Malang Raya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan tersebut pada 
setiap pemanggilan terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta 
meinuta untuk menjalani proses penyidikan, hal tersebut ditunjukkan 
dengan adanya beberapa pelaksanaan pemanggilan Notaris terkait 
minuta akta pada awal tahun 2017 yang dilakukan tanpa persetujuan 
MKN terlebih dahulu.  
Melalui wawancara dengan Penyidik dan Notaris yang 




dilakukan tanpa persetujuan MKN : 
1. Beberapa Notaris dengan sendirinya bersedia membuka diri untuk 
memberikan keterangan kepada Penyidik sebelum dilakukannya 
pemeriksaan oleh MKN Wilayah; 
2. Berdasarkan hasil kesepakatan diantara pihak Penyidik maupun 
Pihak Notaris tersebut.  
3. Beberapa Notaris yang baru menjabat belum mengetahui prosedur 
apabila dilakukan panggilan oleh Penyidik. 
Dengan kedua kondisi tersebut diatas yang membuat Penyidik merasa 
tidak perlu mengirim berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan 
Notaris kepada MKN Wilayah, karena Notaris telah bersedia 
memberikan keterangan tanpa adanya ijin terlebih dahulu. Terhadap 
Notaris yang tidak berkenan hadir dalam pemanggilan dari Pihak 
Penyidik untuk melakukan pemeriksaan, maka Penyidik akan 
mengirimkan berkas permohonan persetujuan pemanggilan Notaris 
yang bersangkutan kepada MKN untuk melakukan proses penyidikan 
dengan disertai Nama Notaris, alamat Kantor Notaris serta kronologis 
perkara yang disangkakan terdapat unsur perbuatan pidannya. 
Berikut adalah data pemanggilan Notaris pada tahun 2016, 2017 dan 
2018 yang menggunakan persetujuan MKN untuk pemanggilan Notaris.  
 
Tabel 3.1 
Data Pemanggilan Notaris dengan Persetujuan MKN Wilayah 













6 kali 1 kali 2 kali 
Polresta Batu 25 kali 2 kali 15 kali 
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Dari perolehan data diatas, menunjukan bahwa berkas Permohonan 
Persetujuan Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta yang dikirim 
Penyidik kepada MKN Wilayah Jawa Timur, MKN tidak selalu 
memberikan persetujuan dalam berkas permohonan persetujuan yang 
dimohonkan oleh Penyidik untuk melakukan pemanggilan terhadap 
Notaris yang bersangkutan. Dalam surat permohonan yang diajukan 
oleh Penyidik kepada MKN tersebut, Penyidik meminta permohonan 

















Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jarwoto selaku Penyidik 
yang sering menangani kasus Notaris, bahwa atas jawaban MKN 
tersebut diatas yang MENOLAK memberikan persetujuan untuk 
Notaris hadir dalam pemeriksaan, dan MENYETUJUI Penyidik untuk 
meminta fotocopy Minuta Akta yang diperkarakan tersebut tidak 
memberikan titik terang terhadap kebutuhan pemeriksaan di 
penyidikan, karena yang dibutuhkan Penyidik bukan akta minutanya 
melainkan keterangan yang jelas dari Notaris yang bersangkutan, 
apakah benar Notaris yang bersangkutan (ybs) pernah membuat 
Perjanjian Jual Beli seperti ini, apakah pada saat pembuatan akta para 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas (kronologis yang dijelaskan 
Penyidik) guna kepentingan penyelidikan perkara dimaksud, 
dimohon Ketua memberikan persetujuan kepada (Notaris yang 
bersangkutan) selaku Notaris dan PPAT untu memberikan 
keterangan terhadap produk yang telah dibuatnya yaitu 
(menyebutkan Jenis akta, Nomor akta dan Tanggal akta) serta 
memberikan foto copy minuta akta dimaksud. 
Dari hasil pemeriksaan dengan Notaris yang bersangkutan, Majelis 
Pemeriksa memutuskan :                                                         
1. MENOLAK  terhadap permintaan panggilan kepada Notaris X 
untuk hadir dalam pemeriksaan; karena prosedur dan 
persyaratan dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang 
bersangkutan telah sesuai dengan per-UU. 
2. MENYETUJUI terhadap permintaan fotocopy Minuta Akta 




pihak datang, apabila ada salah satu pihak tidak datang mengapa 
dalam akta dituliskan bahwa kedua belah pihak hadir, pertanyaan-
pertanyaan seperti yang dibutuhkan oleh Penyidik untuk membuat 
terang suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta. Apakah 
terdapat keterlibatan Notaris sehingga ada pihak yang merasa 
dirugikan. Apabila hanya disetujui untuk mengambil fotocopy Minuta 
Akta, Penyidik hanya bisa menarik kesimpulan apa yang dituliskan 
didalam akta, bukan keadaan sebenarnya seperti pada saat pembuatan 
akta. Dan yang paling penting adalah masing-masing orang 
mempunyai presepsi atau pemahaman yang berbeda terkait akta yang 
diberikan tersebut, sehingga tidak lahir keterangan yang memberikan 
kepastian hukum. Selain itu, alasan penolakan seperti yang 
disampaikan oleh Bapak Brigadir Faris Tyas selaku Penyidik Polresta 
Batu, adalah sebagai berikut: 
1. Kronologis yang disampaikan kurang lengkap dan jelas, sehingga 
permohonan ditolak oleh MKN Wilayah; 
2. Secara administrasi, tidak ada kronologis yang dicantumkan dalam 
surat Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris. 
 
Pada intinya berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa 
Instansi Kepolisian di Malang Raya, dalam melakukan pemanggilan 
terhadap Notaris untuk melakukan proses penyidikan terkait akta yang 
dibuatnya berpedoman pada ketentuan yang baru yaitu pada 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu 
berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Namun, dalam 
pelaksanaannya ketentuan tersebut belum benar-benar ditegakkan 
karena Pada awal tahun 2017, terdapat beberapa panggilan Notaris 
yang dilakukan tanpa persetujuan MKN terlebih dahulu oleh Penyidik. 
Oleh karenanya untuk mengetahui mengapa ketentuan dalam Pasal 66 
UUJN jo Pasal 24 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tersebut 
belum benar-benar ditegakkan, hal tersebut akan dijelaskan 
menggunakan Teori Penegakan Hukum dengan menguraikan faktor-
faktor yang berkaitan dan mempengaruhi Penegakan Hukum, yaitu : 
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Faktor Hukum, atau substansi atau peraturan perundang-
undangan disini yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang 
Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 
Tahun 2016. Secara tegas dalam kedua aturan tersebut telah 
mengatur bahwa dengan dikeluarkannya Permenkumham pada tahun 
2016, setiap pemanggilan yang melibatkan Notaris terkait Minuta Akta 
harus berdasarkan persetujuan dari MKN Wilayah hal tersebut berlaku 
pada semua penegakan hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hukum. Walaupun disisi lain, Penyidik dalam hal ini mempunyai 
kewenangan untuk memanggil siapapun untuk dimintai keterangan 
apabila diduga melakukan tindak pidana, namun dengan terbitnya 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Penyidik adalah salah satu pihak 
yang harus melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.  
Instansi Kepolisian di Malang Raya, yaitu Polresta Malang, Polres 
Kabupaten Malang dan Polresta Batu dalam melaksanakan 
pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta setelah berlakunya 
Permenkumham pada tahun 2016, telah berpedoman pada ketentuan 
yang baru tersebut yaitu berdasarkan persetujuan MKN terlebih 
dahulu, namun dalam pelaksanaanya beberapa panggilan pada awal 
tahun 2017 dilakukan tanpa persetujuan MKN, beberapa karena 
permintaan Notaris yang bersangkutan, dan beberapa atas 
kesepakatan antara Penyidik dan Notaris tersebut. Tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya aturan tersebut yaitu Pasal 66 ayat (1) UUJN jo 
Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, ternyata dalam kedua 
aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi apabila Penegak 
Hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim maupun Notaris 
sebagai profesi yang dilindungi oleh MKN tidak melaksanakan 
berdasarkan ketentuan yang telah diatur.  
Selain itu, dengan diterbitkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 
2016 Menteri Hukum dan HAM berharap dapat memberikan 
perlindungan kepada Notaris, dan pada dasarnya dengan terbitnya 
peraturan tersebut tidak membuat sulit pihak-pihak yang mendukung 
terlaksananya peraturan tersebut, seperti Penyidik, Penuntut Umum 
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maupun Hakim, namun pada saat melaksanakan peraturan tersebut 
terdapat hal-hal yang kurang menunjang terlaksanakannya 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu mengenai kebakuan 
format surat permohonan persetujuan, format BAP, dan surat balasan 
atau jawaban dari pihak MKN Wilayah yang belum diatur dengan jelas 
di dalam Permenkumham, sehingga seperti yang telah dijelaskan 
diatas banyak surat permohonan penyidik yang ditolak karena MKN 
Wilayah menilai kronologis kurang jelas dan lain-lain. MKN memberikan 
jawaban untuk melengkapi secara administrasi. Sehingga apabila 
keterangan dari Notaris sangat penting dalam proses penyidikan, maka 
penyidik akan mengirim ulang dengan melengkapi kronologis yang 
lebih lengkap, namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 
Jarwoto selaku Penyidik Polresta Malang mengatakan bahwa setelah 
melengkapi kronologis sesuai permintaan MKN Wilayah Jawa Timur, 
permohonan tersebut tetap ditolak dengan alasan lainnya.  
Faktor Penegak Hukum, penegak hukum adalah pihak-pihak yang 
berkewajiban melaksanakan aturan UUJN dan Permenkumham Nomor 
7 Tahun 2016, yaitu Penyidik dan Notaris. Dalam proses penyidikan 
yang melibatkan Notaris sebagai saksi yang hendak dimintai 
keterangan, Penyidik mempunyai kewajiban untuk mendapatkan 
persetujuan terlebih dahulu dari MKN, sebelum melakukan 
pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan, Penyidik wajib 
mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada MKN. Hal 
tersebut merupakan aturan baru yang harus dilakukan ketika 
penyidikan melibatkan Pejabat Umum yaitu Notaris, yang mana 
sebelumnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
49/PUU-X/2012 pemanggilan Notaris dilakukan tanpa persetujuan 
siapapun, dan hal tersebut lebih memudahkan penyidik dalam 
melakukan proses penyidikan.  
Oleh karenanya setelah berlakunya Permenkumham, proses 
penyidikan yang melibatkan Notaris sedikit lebih panjang prosedurnya, 
karena untuk memanggil Notaris, Penyidik membutuhkan waktu 
kurang lebih selama 30 hari atau 1 bulan untuk mendapatkan jawaban 
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dari pihak MKN Wilayah, dan surat balasan dari MKN Wilayah pun 
belum tentu memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk 
melakukan pemanggilan terhadap Notaris dengan beberapa alasan 
yang telah disebutkan diatas, dengan kondisi tersebut memungkinkan 
Penyidik tidak melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) 
UUJN jo Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 yaitu 
pemanggilan Notaris tidak berdasarkan persetujuan terlebih dahulu 
terlebih ketika Notaris yang bersangkutan bersedia memberikan 
keterangan tanpa disertai persetujuan dari MKN Wilayah. Hal tersebut 
yang menjadi alasan Penyidik tidak memerlukan persetujuan MKN 
karena Notaris secara kooperatif memenuhi panggilan pihak Kepolisian. 
Penegak Hukum disini selain Penyidik adalah Notaris, dengan 
dikeluarkannya aturan mengenai adanya “persetujuan” kembali dalam 
Pasal 66 ayat (1) setiap kali Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim 
akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang diperkuat dengan 
terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, hal tersebut sebagai 
bentuk perlindungan yang diberikan untuk profesi Notaris. Namun tak 
banyak Notaris yang justru menganggap bahwa aturan tersebut 
memberatkan Notaris karna dengan adanya surat yang dikirim oleh 
Penyidik kepada MKN, Notaris wajib memenuhi panggilan dari MKN 
Wilayah untuk melaksanakan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh 
Majelis Pemeriksa, dalam hal ini Notaris yang berkedudukan di Kota 
Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu menjadi kewenangan MKN 
Wilayah Jawa Timur yang terletak di Surabaya. Karena dirasa 
memberatkan tak jarang Notaris tersebut bersedia datang kepada 
Penyidik untuk memberikan keterangan tanpa adanya persetujuan dari 
MKN terlebih dahulu.  
Faktor sarana dan fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan 
lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga 
manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, 
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. 
Dalam hal ini adalah mengenai produk atau keputusan atau surat 
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jawaban yang dikeluarkan oleh pihak MKN Wilayah, kebanyakan surat 
jawaban yang diberikan MKN Wilayah berisi dua kemungkinan, yaitu : 
a) MENOLAK, terhadap permintaan pemanggilan terhadap Notaris X 
untuk hadir dalam pemeriksaan; karena prosedur dan persyaratan 
dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan telah 
sesuai dengan per-UU 
b) MENYETUJUI, pengambilan fotocopy akta minuta 
Dari kebanyakan surat permohonan yang dikirimkan Penyidik kepada 
MKN Wilayah untuk meminta ijin melakukan pemanggilan Notaris yang 
diduga terlibat tindak pidana terkait dengan akta yang dibuatnya, 
jawaban yang diberikan adalah MENOLAK terhadap permintaan 
pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk hadir dalam 
pemeriksaan dengan menyebutkan alasan yang umum tidak secara 
spesifik yaitu “karena Notaris yang bersangkutan telah memenuhi 
prosedur dan persyaratan sesuai dengan UU”, apabila MKN Wilayah 
tidak memberikan ijin kepada Penyidik untuk melakukan pemanggilan 
terhadap Notaris, biasanya MKN Wilayah akan memberikan ijin kepada 
Penyidik untuk meminta fotocopy Minuta Akta yang diduga terdapat 
unsur pidana didalamnya.  
Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Kota 
Malang, bahwa yang dibutuhkan Penyidik adalah keterangan dari 
Notaris tersebut untuk membuat terang suatu tindak pidana, selama ini 
proses Penyidikan dengan hanya menggunakan fotocopy  akta minuta 
sebagai bukti, tidak membuat suatu tindak pidana tersebut menjadi 
jelas dan terang tanpa adanya keterangan secara langsung dari Pihak 
yang membuatnya yaitu Notaris. Justru Penyidik dibuat pusing dengan 
harus menerka-nerka apa yang dituliskan didalam akta tersebut, pada 
dasarnya Penyidik membutuhkan keterangan dari Notaris seperti 
apakah benar pada saat pembuatan akta, ada salah satu pihak yang 
tidak hadir, apakah pada saat para pihak menghadap Notaris meminta 
identitas asli para pihak dan lain lain. Namun pada kenyataanya, 
dengan hanya menggunakan fotocopy akta minuta Penyidik merasa 
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kesulitan untuk mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya ketika 
proses pembuatan akta, yang mana hal tersebut hanya bisa 
didapatkan dengan bertanya secara langsung kepada yang 
bersangkutan. Oleh karenanya surat jawaban yang diberikan kepada 
Penyidik juga menghambat atau membuat sulit proses Penyidikan, 
karena tidak mengandung kepastian hukum. 
Faktor budaya, Kebudayaan(system) hukum pada dasarnya 
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 
yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 
(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 
dihindari). Terbitnya Permenkumham yang mana memberikan aturan 
yang baru setelah sebelumnya terkait pemanggilan Notaris dapat 
dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak Kepolisian, karena tidak adanya 
aturan yang menhendaki adanya persetujuan terlebih dahulu unutuk 
pemanggilan Notaris terkait minuta akta. Yang pasti sebelum terbitnya 
Permenkumham pada tahun 2016, ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) 
UUJN belum dapat dilaksanakan, sehingga setelah terbit putusan MK 
yaitu Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Kepolisian bebas untuk 
meminta keterangan kepada Notaris mengenai perkara yang 
menyangkut dirinya.  
Namun, tidak adanya pengaturan tersebut membuat bingung 
Notaris, disatu sisi Notaris sebagai warga negara harus memenuhi 
panggilan ketika mendapat surat panggilan dari Penyidik, disatu sisi 
Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia jabatannya, 
karena dalam hal ini penyidik bukan termasuk para pihak dalam akta 
otentik.  Sebagai Pejabat Umum pembuat akta otentik Menteri Hukum 
dan HAM merasa perlu melindungi profesi Notaris, yaitu melalui MKN 
Wilayah Notaris tidak perlu bingung lagi bagaimana menghadapi 
panggilan dari Pihak Kepolisian, karena MKN memberikan tolak ukur 
kapan Notaris dapat membuka rahasianya atau tidak. Walaupun 
sebelum muncul Permenkumham melancarkan proses penyidikan 
maupun proses peradilan, namun hal tersebut dapat menyesatkan 
Notaris terhadap ancaman pidana apabila Notaris membuka 
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keterangan yang menjadi rahasia jabatannya. Oleh karenanya Menteri 
Hukum dan HAM merasa perlu memberikan ketentuan mengenai 
persetujuan kembali, namun dengan tata kerja yang baru sehingga 
dengan munculnya Permenkumham ini dapat menjawab kebingungan 
Notaris namun tidak juga menyesatkan Pengak Hukum yang mana 
membutuhkan keterangan Notaris baik untuk proses Penyidikan 
maupun proses peradilan.  
Yang dimaksud dengan faktor budaya disini adalah, dengan 
munculnya Permenkumham yang menghendaki adanya persetujuan 
kembali dalam pemanggilan Notaris pasti memicu adanya perubahan-
perubahan baik yang dapat diterima maupun tidak dapat diterima 
khususnya oleh Penyidik, namun yang perlu diingat adalah perubahan 
tersebut diharapkan untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang 
terkait, yaitu Notaris dan juga Penyidik. 
C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan Pelaksanaan 
Pemanggilan Notaris setelah Pemberlakuan Permenkumham 
Nomor 7 Tahun 2016 di Kepolisian Malang Raya. 
Berikut ini adalah beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan 
dari ketentuan dalam Pasal 66 UUJN jo Pasal Permenkumham Nomor 7 
Tahun 2016, terkait pemanggilan Notaris oleh Kepolisian dalam proses 
Penyidikan di Instansi Kepolisian Malang Raya : 
1. Faktor Hukum atau substansi 
Setelah Pasal 66 ayat (1) UUJN jo Permenkumham Nomor 7 tahun 
2016 dilaksanakan dalam proses Penyidikan beberapa hal yang 
menghambat terlaksananya aturan tersebut dengan baik didalam 
ruang lingkup Kepolisian khususnya Penyidikan, hal tersebut 
dikarenakan terdapat beberapa aturan yang tidak diatur didalam 
UUJN maupun Permenkumham sebagai peraturan pelaksana yang 
menyebabkan proses Penyidikan menjadi terhambat, yaitu : 
a) Tidak diatur mengenai kebakuan format surat permohonan, 
surat jawaban, maupun BAP. 
b) Tidak disebutkan dengan tegas, apa yang menjadi ruang 
lingkup kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan. 
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Nyatanya dengan tidak diaturnya kedua hal tersebut 
mengakibatkan beberapa surat permohonan Penyidik ditolak 
dengan berbagai alasan terkait dengan administrasi yaitu 
mengenai bentuk dan isi surat permohonan. Selain itu, 
beberapa surat permohonan yang ditolak dengan alasan 
bahwa apa yang dimohonkan terkait Notaris tersebut diluar 
kewenangan MKN. Selain itu, tidak adanya sanksi membuat 
Notaris tidak terlalu terikat dengan aturan tersebut.  
 
2. Faktor Penegak Hukum 
Notaris dan Penyidik, dari beberapa panggilan yang dilakukan 
tanpa menggunakan ijin dari MKN, sebagian adalah permintaan 
dari Notaris yang bersangkutan dan juga sebagian panggilan 
tanpa ijin MKN ketika Penyidik mengirimkan surat panggilan tanpa 
dilampirkan surat persetujuan dari MKN, Notaris tersebut bersedia 
hadir untuk memberi keterangan, kondisi tersebut yang membuat 
Penyidik tidak perlu susah-susah untuk mengirim ijin kepada MKN 
Wilayah, karena Notaris dengan sendirinya bersedia untuk hadir. 
Namun dalam pelaksanaannya yang terjadi ketika Penyidik tidak 
menggunakan persetujuan MKN Wilayah, dan keterangan Notaris 
tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk 
digunakan sebagai dasar dakwaan Penuntut Umum di 
persidangan, apabila ada Pihak yang mempermasalahkan karena 
tidak adanya lampiran persetujuan dari MKN Wilayah, maka 
dianggap BAP tersebut cacat formil begitupula terhadap dakwaan 
penuntut umum yang dibuat berdasar BAP Penyidik akan 
dinyatakan cacat formil, sehingga hal tersebut dapat dijadikan 
“senjata” bagi pihak-pihak tertentu untuk membatalkan isi BAP 
Penyidik. 
 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Faktor sarana ata fasilitas disini adalah mengenai produk atau 
surat jawaban yang berisi keputusan dari Majelis Pemeriksa 
apakah memberikan persetujuan kepada Penyidik untuk 
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melakukan pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan atau 
berisi penolakan pemanggilan Notaris, namun memberikan 
persetujuan untuk mengambil fotocopy akta minuta. Bahwa dalam 
melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN jo 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, dalam proses Penyidikan di 
Malang Raya apabila hanya diijinkan untuk mengambil fotocopy 
minuta akta, selama ini tidak terlalu membantu atau membuat 
terang suatu tindak pidana. Justru Penyidik dibuat bingung apabila 
harus memahami setiap kata dalam akta karena itu bukan 
keahliannya. 
 
D. Upaya Penyidik Malang Raya dalam Mengatasi Hambatan 
Pelaksanaan Pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan 
setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 
Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan adanya 
beberapa kendala atau hambatan seperti tersebut diatas dalam 
pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan setelah 
pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, di wilayah 
Malang Raya adalah : 
1. Upaya yang dilakukan Pihak Kepolisian apabila permohonan yang 
dikirimkan kepada MKN Wilayah ditolak dengan alasan terkait 
administrasi yaitu kurang jelasnya kronologis yang disertakan 
dalam surat permohonan, maka Penyidik akan melengkapi secara 
jelas dan mengirimkannya kembali, dan apabila masih saja ditolak 
dengan status Notaris sebagai saksi kunci maka tidak ada lagi 
upaya yang bisa dilakukan oleh Pihak Penyidik selain mengirimkan 
surat pemberhentian penyidikan kepada Pelapor karna tidak 
adanya cukup bukti yang didapatkan. 
2. Setelah adanya kondisi dimana BAP Kepolisian dianggap cacat 
formil dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menuntut 
seseorang dikarenakan tidak melampirkan surat persetujuan dari 
MKN Wilayah ketika memuat keterangan dari Notaris, pada tahun 
2018, walaupun Notaris yang bersangkutan pada saat undangan 
klarifikasi pada tingkat Penyelidikan memberikan konfirmasi bahwa 
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Notaris tersebut bersedia hadir tanpa persetujuan MKN, sebagian 
Penyidik memilih tetap mengirimkan surat permohonan kepada 
MKN Wilayah jika hendak memanggil Notaris untuk kepentingan 
Penyidikan, hal tersebut untuk menghindari terjadinya BAP yang 
cacat formil serta sebagai perlindungan dari pihak-pihak yang 
berniat  
3. Upaya yang dilakukan apabila Penyidik hanya diberikan 
persetujuan untuk mengambil fotocopy akta minuta, mau tidak 
mau Penyidik hanya mengkira-kira apa yang mereka baca dalam 
Akta tersebut yang mana hasil yang mereka dapat kurang 
memberikan kepastian hukum, karena apa yang mereka uraikan 
belum tentu tepat. 
 
4.2 Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah 
Jawa Timur Sebagai Badan yang Berwenang Memberikan 
Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan Notaris Terkait 
Minuta Akta Oleh Penyidik.  
A. Proses Pemeriksaan Notaris yang dimohonkan oleh Penyidik 
untuk Memberi Keterangan dalam Proses Penyidikan oleh 
MKN Wilayah Jawa Timur 
Setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris 
sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 
Tahun 2014 yang memberi ketentuan mengenai Pemanggilan Notaris 
terkait Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, 
berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 
2 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, MKN terdiri dari : 
1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan 
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. 
Kewenangan dalam hal pemberian persetujuan seperti yang diatur 
didalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, merupakan kewenangan dari Majelis 
Kehormatan Notaris Wilayah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 20 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yaitu : 
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“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan 
keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi: 
1. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan 
kepada MKN Wilayah oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim; 
2. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan 
persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-
surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris 
dalam penyimpanan Notaris; dan 
3. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan 
persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, 
penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta 
atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 
 
Sebelumnya kewenangan terkait pemberian persetujuan dalam 
pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim baik 
untuk proses penyidikan maupun proses peradilan merupakan 
kewenangan milik Majelis Pengawas Derah atau MPD. Namun 
kewenangan tersebut telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa 
“berdasarkan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam 
pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat. Dengan adanya putusan MK tersebut pada 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pemanggilan Notaris terkait 
Minuta Akta tidak memerlukan persetujuan siapapun. Penyidik, 
Penuntut Umum maupun Hakim dapat dengan bebas memanggil 
Notaris untuk menjalani proses penyidikan maupun proses peradilan. 
Pada tahun 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa 
perlu memberikan perlindungan kepada profesi Notaris, dengan 
beberapa pertimbangan maka terbitlah Permenkumham Nomor 7 
Tahun 2016, agar ketentuan dalam Pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 
2014 dapat dilaksanakan. Setelah terbit Permenkumham Nomor 7 
tahun 2016, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak 
kepolisian, penuntut umum maupun hakim tidak bisa lagi asal 
melakukan pemanggilan terhadap Notaris, yang mana sebelum 
berlakunya Permenkumham, pemanggilan terhadap Notaris dapat 
dilakukan secara langsung kepada Notaris yang bersangkutan. Saat ini 
aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan 
Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKN Wilayah) untuk kepentingan 
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penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta 
akta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan akta atau protokol Notaris, hal tersebut disampaikan dalam 
Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan 
MKN itu sendiri sebagai : 
“suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan 
pembinaan Notaris dan kewajiban memeriksa persetujuan atau 
penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas 
pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk 
hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol 
Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 
 
Dalam peraturan tersebut yaitu Permenkumham Nomor 7 Tahu 
2016, membedakan tugas dan kewenangan antara MKN Pusat dan 
MKN Wilayah, MKN Pusat bertugas melaksanakan pembinaan terhadap 
MKN Wilayah melalui fungsi pengawasannya. Sementara MKN wilayah 
melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana telah disebutkan 
diatas. Seperti halnya Pihak Kepolisian, terdapat prosedur Penyidikan 
dalam hal pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta, MKN pula 
mempunyai prosedur dalam hal menerima berkas permohonan 
persetujuan pemanggilan Notaris dari Penyidik sampai pada akhirnya 
terbit jawaban MKN terkait permohonan tersebut yaitu diberikan 
persetujuan atau penolakan. Berikut Prosedurnya : 
 
Bagan 2.1 













MKN Wilayah melalui 
Majelis Pemeriksa 




Terbit surat jawaban 







Berawal dari laporan polisi mengenai adanya dugaan tindak pidana 
yang menyebabkan Notaris turut dipanggil oleh Pihak Kepolisian untuk 
melaksanakan pemeriksaan dalam proses Penyidikan, dalam hal ini 
yang dipanggil adalah Notaris, penyidik mempunyai kewajiban 
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris 
yang merupakan amanah dari UUJN dan Permenkumham Nomor 7 
Tahun 2016, oleh karenanya sebelum dilakukan pemanggilan terhadap 
Notaris yang bersangkutan, Penyidik wajib mengirim berkas 
Permohonan Persetujuan Pemanggilan Notaris kepada MKN Wilayah, 
yang mana permohonan tersebut diajukan oleh Penyidik, Penuntut 
Umum atau Hakim kepada Ketua MKN Wilayah, sesuai dengan wilayah 
kerja Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Notaris 
yang bersangkutan untuk melakukan:67 
1. Pemeriksaan terhadap Notaris (termasuk Notaris Pengganti dan 
Pejabat Sementara Notaris) untuk hadir dalam penyidikan, 
penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau 
protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; 
2. Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang 
dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam 
penyimpanan notaris; 
3. Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang surat yang 
dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam 
penyimpanan notaris; 
 
Setelah menerima berkas permohonan persetujuan pemanggilan 
Notaris yang dikirimkan kepada MKN Wilayah, langkah selanjutnya 
adalah pemanggilan Notaris yang bersangkutan untuk dihadirkan 
dalam Sidang Pemeriksaan di MKN. Dalam melakukan pemeriksaan 
terhadap Notaris, Ketua MKN Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa 
yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap 
unsur anggota MKN Wilayah,  
                                                             
67 Hasil wawancara dengan Bapak Jiwa Mulya, S.H. selaku staff Menteri Hukum dan HAM 
Kanwil Jawa Timur bagian AHU yang juga sebagai anggota MKNW Jatim. 
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dalam Pasal 21 ayat (2) Peremenkumham Nomor 7 Tahun 2016 
disebutkan : 
“Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas: 
1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan 
2. 2 (dua) orang anggota.” 
 
Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan dalam waktu paling lambat 
5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.  
Terhadap Notaris yang dipanggil oleh Majelis Pemeriksa, dalam 
Pasal 24 ayat (5) menyatakan bahwa Notaris wajib hadir memenuhi 
panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan, apabila 
Notaris yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan 
patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat 
mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum 
atau hakim. Mekanisme pemanggilannya sendiri, Majelis Pemeriksa 
paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan mengirimkan surat 
pemanggilan yang telah ditandatangani oleh Ketua MKN Wilayah 
kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam hal keadaan mendesak, 
dimungkinkan juga pemanggilan dilakukan melalui faks atau email 
yang selanjutnya tetap disusul dengan surat pemanggilan. Segera 
setelah dilakukannya pemanggilan, Majelis Pemeriksa menentukan 
waktu untuk diselenggarakannya sidang Pemeriksaan, sidang 
pemeriksaan wajib dihadiri oleh ketiga Majelis yang telah dibentuk 
(harus memenuhi ketiga unsur tersebut) apabila ada salah satu Majelis 
yang tidak bisa hadir maka sidang pemeriksaan tersebut tidak bisa 
dilaksanakan dan harus dilakukan penundaan hingga ketiga Majelis 
tersebut dapat hadir lengkap dalam sidang pemeriksaan Notaris. 
Namun disatu sisi, bahwa Majelis Pemeriksa wajib segera memberikan 
jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan 
penyidik, penuntut umum atau hakim, dalam jangka waktu paling 
lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila 
melampaui batas yang telah ditentukan, maka dianggap Majelis 
Pemeriksa atas persetujuan Ketua MKN Wilayah menerima permintaan 
persetujuan yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.  
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Setelah melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Pemeriksa 
memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan keterangan 
langsung yang diperoleh dari Notaris yang bersangkutan, yang mana 
keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri 
Puguh Putra, S.H. parameter Majelis Pemeriksa berdasarkan 
persetujuan Ketua MKN Wilayah Jawa Timur dalam memberikan 
persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam 
penegakan hukum pidana terhadap Notaris dilakukan dalam hal:68 
1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta 
dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau 
protokol notaris dalam penyimpanan notaris; 
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang 
daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum 
pidana; 
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu 
pihak atau lebih; 
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; 
atau 
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal 
(antidatum) 
 
Atas dasar tersebut diatas, Majelis Pemeriksa berdasarkan persetujuan 
dari Ketua MKN Wilayah memberikan persetujuan kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim untuk melakukan: 
1. Pemanggilan Notaris oleh kepada Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim guna kepentingan pemeriksaan untuk proses peradilan; 
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta dan/atau Surat-Surat dalam 
penyimpanan Notaris; 
3. Pengambilan Minuta Akta atau Surat-Surat yang Dilekatkan Pada 
Minuta Akta. 
 
                                                             
68 Pasal 26 dan 27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 
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Dan atas persetujuan MKN tersebut, Notaris yang bersangkutan wajib: 
1. Datang untuk memenuhi panggilan guna kepentingan 
pemeriksaan oleh Penyidik baik dalam kedudukannya sebagai 
saksi maupun tersangka; 
2. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang 
diperlukan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim; 
3. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat 
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dengan dibuatkan 
berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan 
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan disaksikan oleh 2 
(dua) orang saksi.69 
 
Selain persetujuan, kemungkinan jawaban yang diberikan oleh MKN 
Wilayah terhadap berkas Permohonan Persetujuan Pemanggilan 
Notaris yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim ada 
jawaban Penolakan. Berdasarkan sidang yang telah dilaksanakan 
selama kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2018, berikut ini 
adalah beberapa alasan penolakan MKN kepada Penyidik, Penuntut 
Umum, atau Hakim:70 
1. Permohonan penyidik melampaui kewenangan MKN; 
Contohnya: permohonan sita akta, permohonan pinjam pakai akta, 
dan permohonan terhadap akta PPAT) 
2. Format permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 
(3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016; 
Dalam Pasal 23 ayat (3) dijelaskan, setidaknya surat permohonan 
memuat paling sedikit: 
a. Nama Notaris; 
b. Alamat Kantor Notaris; 
c. Nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta 
atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan 
                                                             
69 Pasal 25 Huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. 
70 Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H. selaku staff 




d. Pokok perkara yang disangkakan. 
3. Pelaksanaan jabatan Notaris telah sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang diatur dalam UUJN; 
4. Tidak ada keterkaitan antara tindak pidana dengan pelaksanaan 
jabatan Notaris yang bersangkutan; 
5. Notaris tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan karena telah 
meninggal dunia, atau Notaris yang bersangkutan dalam kondisi 
sakit yang menyebabkan kesulitan untuk memberikan keterangan, 
misalnya terkena stroke. 
 
Namun, biasanya penolakan tersebut tidak serta merta menolak 
apapun yang dimohonkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, 
biasanya penolakan tersebut dalam hal Notaris datang sebagai saksi 
dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan dalam 
penyidikan, namun dengan ditolaknya Notaris untuk hadir dalam 
penyidikan, MKN memberikan persetujuan untuk Penyidik mengambil 
fotokopi minuta sebagai pengganti keterangan dari Notaris, yang mana 
hal tersebut terdapat kelebihan serta kekurangan pastinya dalam 
kebutuhan penyidikan. 
 
B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris 
Wilayah Jawa Timur sebagai Badan yang Berwenang 
Memberikan Persetujuan Terhadap Permohonan Pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta oleh Penyidik 
Kantor Notaris yang berkedudukan di Kota Malang, Kabupaten 
Malang dan Kota Batu, menjadi kewenangan Majelis Kehormatan 
Notaris Wilayah Jawa Timur yang berpusat di Kota Surabaya, apabila 
terhadap Kantor Kepolisian Malang Raya, yaitu Polresta Malang, Polres 
Kabupaten Malang dan Kota yang hendak melakukan pemanggilan 
terhadap Notaris tersebut wajib mendapatkan persetujuan terlebih 
dahulu dari MKN Wilayah Jawa Timur. Sebelumnya pada UUJN 
sebelum perubahan yaitu Nomor 30 Tahun 2004 persetujuan terhadap 
pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta menjadi kewenangan Majelis 
Pengawas Daerah (MPD) sebagai bagian dari Majelis Pengawas Notaris 
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(MPN), namun kewenangan tersebut telah dibatalkan oleh Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan pertimbangan 
hukum bahwa adanya persetujuan dalam pemanggilan Notaris 
bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 yaitu mengenai 
prinsip persamaan dihadapan hukum, Namun pada tahun 2014 
perubahan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 
dengan diperkuat dengan terbitnya Permenkumham Nomor 7 Tahun 
2016, tetap menghendaki adanya persetujuan terhadap pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta yang mana terdapat peralihan kewenangan 
dari MPD ke MKN. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jiwa Bapak Jiwamulya Heri 
Puguh Putra, S.H. mengatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum 
Pembuat Akta Otentik tetap membutuhkan badan atau lembaga yang 
berperan dalam memutuskan apakah Notaris yang dimohonkan 
Penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan Penyidikan perlu hadir atau 
cukup memberikan fotocopy minuta akta, berkenaan dengan 
kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatan. Berikut uraian 
penjelasan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM membentuk MKN 
dalam memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris baik 
untuk prose penyidikan maupun proses peradilan:  
Sumpah Hippocreates “segala sesuatu yang ku lihat dan kudengar 
dalam melakukan praktekku, akan aku simpan sebagai rahasia.” Makna 
sumpah ini, menunjukkan kewajiban seseorang untuk merahasiakan 
yang melekat pada profesi atau jabatan tertentu dan sifat sumpah 
tersebut merupakan self impose regulation atau merupakan kewajiban 
moral untuk mentaatinya. Saat ini, sumpah jabatan/profesi bukan saja 
merupakan norma moral tetapi sudah berkembang menjadi norma 
hukum yang dapat dipaksakan dan bersanksi. Notaris sebagai pejabat 
umum, sebelum menjalankan jabatanya, wajib mengucapkan 
sumpah/janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang berwenang, 
dan  sumpah jabatan notaris ini,  selain merupakan janji kepada Tuhan 
Yang Maha Esa,   juga janji yang mengikat berdasarkan norma hukum 
publik. Kewajiban menjaga rahasia jabatan notaris, dirumuskan dalam 
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sumpah jabatannya  dan ketentuan lain yang diatur secara hukum 
dalam UU Jabatan Notaris yaitu: 
Pasal 4 ayat (1): 
“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib 
mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan 
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.” 
 
Pasal 4 ayat (2) (kutipan sebagian): 
“saya bersumpah/berjanji: …bahwa saya akan merahasiakan 




Pasal 16 ayat (1) huruf f: 
“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib 
merahasiakan  segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan 
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 
dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang 
menentukan lain.” 
 
Pasal 54 ayat (1): 
“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau 
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan 
Akta, kepada  orang yang berkepentingan langsung pada akta, 
ahli waris  atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan.” 
 
Konsep rahasia jabatan notaris menganut teori rahasia relatif atau 
nisbi, dalam arti rahasia jabatan notaris dapat dibuka (bersifat 
terbuka), jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau 
adanya UU atau Peraturan Perundang-Undangan  yang memberikan 
pengecualian. Ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UU 
Jabatan Notaris,  melahirkan kewajiban Ingkar, yaitu kewajiban bagi 
notaris untuk tidak berbicara kepada siapapun  mengenai isi akta dan 
segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan 
jabatannya,  baik yang dimuat dalam akta atau yang tidak dimuat 
dalam akta, kecuali UU menentukan lain. Kewajiban ingkar ini 
mempunyai dasar yang bersifat hukum publik yang  kuat, di mana 
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terhadap pelanggarannya dapat dikenakan  sanksi berdasarkan hukum 
publik, yaitu: 
Pasal 322 ayat (1) KUHPidana: 
“Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, 
yang ia wajib menyimpannya, oleh karena jabatan atau pekerjaan, 
baik yang sekerang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.” 
 
 
Ketentuan Pasal 322 KUHPidana tidak memerinci hal hal yang wajib 
dirahasiakan oleh penyimpan rahasia jabatan, siapa yang wajib 
menyimpan rahasia jabatan, untuk siapa rahasia jabatan disimpan dan 
hanya memberikan pembatasan bahwa yang harus disimpan 
adalah rahasia karena jabatannya, yang sekarang maupun 
yang  dahulu.  Berdasarkan sumpah jabatan notaris yang diatur dalam 
UU Jabatan Notaris dan Pasal 322 KUHPidana, maka lingkup rahasia 
jabatan notaris, meliputi: 
1. Rahasia jabatan yang wajib disimpan ditujukan untuk pihak yang 
berkepentingan langsung pada akta, para ahli waris dan penerima 
haknya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 UU Jabatan 
Notaris 
2. Ruang lingkup isi rahasia jabatan, mencakup isi akta dan segala 
keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya, yang 
dapat diartikan keterangan yang langsung digunakan dalam 
pembuatan akta dan juga keterangan yang tidak secara langsung 
digunakan dalam pembuatan akta. Hal ini disimpulkan dari 
rumusan dalam pasal 322 KUHPidana yang menyatakan 
“….rahasia karena jabatannya…” jo Pasal4 ayat 2 UU Jabatan 
Notaris, yang menyatakan “…merahasiakan isi akta dan 




3. Subjek yang wajib menyimpan rahasia jabatan yaitu: Notaris, 
Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris yang masih 
menjabat maupun yang tidak menjabat lagi. Hal ini disimpulkan 
dari rumusan kata kata dalam Pasal 322 KUHPidana yaitu 
“……karena jabatannya, yang sekarang maupun yang dahulu.” UU 
Jabatan Notaris, Pasal 16A ayat 2, memperluas subjek yang wajib 
merahasiakan termasuk Calon Notaris yang menjalankan magang 
 
Kewajiban merahasiakan bagi Notaris, tidak bersifat tertutup, tetapi 
memberikan pengecualian untuk membuka rahasia jabatannya 
sepanjang ada alasan pembenaran untuk membuka rahasia 
jabatannya, yaitu: 
1. Undang-Undang lain secara tegas memberikan pengecualian 
kepada notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk 
membuka rahasia jabatannya; 
2. Persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, bagi 
Notaris (subjek penyimpan rahasia jabatan), untuk membuka 
rahasia jabatan, khusus dalam penegakan hukum pidana terhadap 
Notaris (lihat Pasal 66 ayat 1 UU Jabatan Notaris jo Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis 
Kehormatan Notaris); 
3. Persetujuan dari pemilik rahasia jabatan atau pihak yang 
berkepentingan dengan rahasia jabatannya, dan hal ini hanya 
berlaku diluar penegakan hukum pidana. Dasar hukumnya bahwa 
Pasal 322 KUHPidana merupakan delik aduan absolut, dimana 
rahasia jabatan disimpan untuk kepentingan pemilik rahasia 
jabatan yaitu para pihak, para ahli waris dan penerima haknya 




Atas dasar tersebut diatas, setelah adanya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “dengan 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN 
Nomor 30 Tahun 2004” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme untuk 
menggugurkan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta yang 
dibuatnya dan segala keterangan guna pembuatan akta tersebut, oleh 
karena itu dalam UUJN Nomor 4 Tahun 2014 (setelah perubahan) 
mengatur kembali adanya persetujuan terlebih dahulu mengenai 
kepentingan pemanggilan Notaris terkait Akta Minuta oleh Penegak 
Hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu 
persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang mana ketentuan 
tersebut telah diperkuat dengan dibuatnya Permenkumham Nomor 7 
Tahun 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM agar ketentuan dalam Pasal 
66 ayat (1) tersebut dapat segera dilaksanakan sebagai bentuk 
perlindungan terhadap profesi Notaris.  
Menteri Hukum dan HAM  berharap dengan dibentuknya MKN 
Wilayah  ini maka prinsip kepastian hukum dan persamaan kedudukan 
di dalam hukum akan terwujud dengan tidak mencederai prinsip 
kerahasiaan notaris.71 oleh karena itu, MKN dibentuk untuk 
memperbaiki cara kerja MPD yang sebelumnya  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kota Malang, 
bahwa pada saat persetujuan masih kewenangan dari MPD, jangka 
waktu dari mengirim surat sampai dengan mendapatkan balasan dari 
pihak MPD memakan waktu yang cukup lama. Hal tersebut karena 
tidak diaturnya batasan waktu kapan MPD sudah harus memberikan 
surat balasan terhadap surat permohonan persetujuan yang diajukan 
oleh Penyidik.  Sehingga waktu yang dibutuhkan Penyidik untuk 
mendapat surat balasan pun tidak dapat ditentukan berapa lamanya, 
hal itu yang membuat proses penyidikan ataupun proses peradilan 
menjadi terhambat atau seperti yang disampaikan dalam 
pertimbangan MK yaitu melanggar independensi peradilan membuat 
                                                             
71 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jiwa Mulya selaku staff Menteri Hukum dan 
HAM Kanwil Jawa Timur bagian AHU yang juga sebagai anggota MKNW Jatim. 
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proses peradilan memakan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan 
MKN sebagai lembaga baru yang mempunyai kewenangan 
memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris menggantikan 
MPD, dalam permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 diatur mengenai 
batasan waktu MKN harus segera memberikan jawaban terhadap surat 
permohonan yang diajukan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim. 
“Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban 
berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 hari (tiga 
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanta permohonan. 
Apabila dalam jangka waktu terlampaui, dianggap MKN Wilayah 
menerima permintaan persetujuan.”  
 
Dengan adanya aturan tersebut, memberikan kepastian kepada Pihak 
yang berkepentingan seperti halnya Penyidik, untuk dapat bertindak 
apabila permohonan yang diajukan kepada MKN melampaui batas 
seperti yang telah ditentukan.  Berikut perbedaan tata kerja 
pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dengan tata kerja pemeriksaan 
yang dilakukan oleh MKN : 
Tabel 4.1 
Perbedaan Kewenangan MKN dan MPD 
Majelis Pengawas Daerah Majelis Kehormatan Notaris 
Tata kerja pemanggilan diatur 
dalam Pasal 20 s/d Pasal 24 
Permenkumham Nomor: 
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 
Tata kerja pemanggilan diatur 
dalam Pasal 19 s/d Pasal 26 
Permenkumham Nomor: 7 Tahun 
2016 
Permohonan atau laporan 
dilakukan oleh masyarakat atau 
pihak yang dirugikan atas 
perbuatan Notaris; 
Permohonan diajukan oleh 
penyidik dan/atau pengadilan 
Laporan masyarakat atau pihak 
tersebut tidak hanya terkait 
dengan pembuatan akta atau 
pelaksanaan jabatan Notaris 
namun juga dapat terkait 
Permohonan terkait dengan 
pembuatan akta dan/atau 








Pemeriksaan Notaris Oleh 




perilaku Notaris (ex: 
perselingkuhan, bicara kasar, 
dll.); 
Sidang pemeriksaan 
dilaksanakan dengan memanggil 
dan memeriksa Notaris sebagai 
terlapor dan pihak pelapor; 
Tidak ada pembanding, hanya 
Notaris saja yang hadir dalam 
sidang pemeriksaan MKN 
Pemeriksaan dilaksanakan 
berjenjang pada MPD dan MPW, 
sedangkan MPP berwenang 
dalam hal banding dan 
memberikan putusan dalam hal 
putusan tersebut atas 
rekomendasi dari MPW. 
Pemeriksaan tidak berjenjang, 
MKN Wilayah memberikan 
jawaban kepada penyidik 
dan/atau pengadilan setelah 
sidang pemeriksaan dilaksanaan; 
 
 
Apabila melihat beberapa perbedaan MPD dan MKN dalam 
melaksanakan kewenangannya, tata cara kerja MKN dibuat lebih 
sederhana atau lebih ringkas dibandingkan tata cara kerja MPD 
sebelumnya, hal tersebut untuk menghindari proses yang terlalu lama 
untuk memberikan jawaban atas surat permohonan yang telah 
dikirimkan oleh Penyidik.  
MKN Wilayah Jawa Timur sendiri, selama kurun waktu 2017-2019 telah 
menerima banyak permohonan pemeriksaan terhadap Notaris yang 
diduga melakukan tindak pidana terkait Akta yang dibuatnya. Berikut 

























Atas beberapa laporan tersebut, MKN Wilayah Jawa Timur telah 
berkali-kali menggelar sidang pemeriksaan atas permintaan Penyidik 
seluruh wilayah Jawa Timur, sebagian data diatas termasuk Notaris 
Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.  Pada tahun 2018 
Bulan Mei MKN Wilayah menerima hingga 120 orang Notaris Jawa 
Timur yang diperiksa dan disidang oleh MKN Wilayah Jatim, jumlah 
tersebut lebih tinggi dibandingkan Bulan Mei pada tahun 2017 lalu. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak Notaris yang dilaporkan 
ke aparat penegak hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan 
Bapak Jiwamulya Heri Puguh Putra, S.H., bahwa mayoritas Notaris 
yang diperiksa adalah terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti otentik. 
Maka dari itu Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik 
dalam melaksanakan jabatannya wajib bekerja sesuai dengan aturan 
perundang-undangan dan kode etik yang ada, pasalnya Notaris 
sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang mempuyai peran 
peting di kehidupan masyarakat. Dengan melihat data pemanggilan 
Notaris di MKN Wilayah Jatim per tahunnya masih dengan jumlah yang 
banyak, menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis, semakin 
mempertahankan hak-haknya dalam rangka memperoleh keadilan. 
Namun dalam acara bertajuk “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 
Majelis Kehormatan Notaris (MKN)” Dr. Mualimin Abdi selaku Ketua 
MKN Pusat mengatakan bahwa muncul fenomena yang akhir-akhir ini 
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muncul di kalangan Notaris, yaitu gejala dimana Notaris yang diijinkan 
oleh MKN Wilayah untuk diperiksa oleh Penyidik, justru mencurigai, 
melawan dan bahkan melakukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan 
selama ada MKN, Notaris diberika ruang untuk memberikan klarifikasi 
terlbih dahulu. Jika sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka MKN tidak segan untuk melindungi 
Notaris. Oleh karenanya melalui waancara dengan Bapak Jiwamulya 
Heri Puguh Putra, S.H., beliau berharap Notaris bisa berlaku 
kooperatif, jangan sampai mencurigai keberadaan MKN, apabila 
informasi yang diberikan benar maka akan mudah bagi MKN untuk 
melakukan pembelaan terhadap Notaris, karena dalam sidang 
pemeriksaan yang dilakukan MKN berbeda dengan MPD yang mana 
menghadirkan pelapor, Notaris yang bersangkutan serta pihak-pihak 
terkait, sedangkan sidang pemeriksaan MKN hanya menghadirkan 
Notaris yang bersangkutan, tidak ada pihak pembanding, oleh 
karenanya MKN Wilayah harus benar-benar memeriksa dengan benar 
agar hasil putusan atau surat jawaban yang dikirim kepada Penyidik 
tidak merugikan pihak manapun.  
C. Faktor – Faktor yang Menjadi Hambatan dari Pelaksanaan 
Kewenangan MKN Wilayah Jawa Timur  
1. Melalui informasi dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, pada 
saat melaksanakan bimbingan teknis terkait layanan kenotariatan 
yang bertajuk “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan 
Notaris” dalam acara tersebut  Ketua  MKN Pusat72 membahas 
mengenai fenomena yang akhir-akhir ini muncul dikalangan 
Notaris. menurutnya ada gejala dimana Notaris yang diberikan 
persetujuan untuk diperiksa oleh Penyidik mencurigai, melawan 
dan bahkan menggugat jawaban dari MKN tersebut ke Pengadilan. 
Padahal hadirnya MKN bertujuan untuk melindungi profesi Notaris 
yang kerap kali mendapatkan panggilan dari Kepolisian terkait akta 
yang dibuatnya, dengan adanya MKN Notaris diberikan ruang 





untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu, jika memang sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka MKN tidak segan untuk melindungi anggotanya, namun 
apabila memang ditemukan Notaris terdapat kaitannya dalam 
tindak pidana, MKN juga tidak boleh menghalang-halangi Notaris. 
Apabila banyak tuntutan ke pengadilan yang dilakukan Notaris 
kepada MKN, kemungkinan terburuk MKN akan bernasib sama 
dengan MPD yang dibatalkan melalui Putusan MK, Ketua Hukum 
dan HAM meminta Notaris untuk kooperatif dalam melaksanakan 
ketentuan yang ada dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, 
karena apabila tidak ada MKN, Penyidik akan semakin mudah 
memanggil Notaris dalam rangka penyidikan, tidak ada lagi 
mekanisme yang mengharuskan penyidik untuk melapor terlebih 
dahulu kepada MKN. 
2. MKN Wilayah dalam melaksanaan sidang pemeriksaan berbeda 
dengan MPD yang sebelumnya juga berwenang dalam 
memberikan persetujuan terhadap pemanggilan Notaris terkait 
Minuta Akta, dalam sidang pemeriksaan MKN Wilayah, tidak ada 
pihak pemanding seperti sidang yang dilaksanakan oleh MPD 
sebelumnya. Apabila MPD dalam sidang tersebut menghadirkan 
Notaris terlapor, pihak Pelapor dan pihak-pihak terkait dalam akta 
tersebut untuk memberikan keterangan. Sedangkan dalam sidang 
MKN Wilayah hanya menghadirkan Notaris, dalam hal ini MKN 
dalam memberikan putusan harus benar-benar memastikan bahwa 
apa yang dikatakan Notaris bukan keterangan yang di ada-ada. 
Sehingga hasil putusan tersebut tidak ada unsur keberpihakan, 
dan Penyidik yang menerima surat jawaban tersebut dapat 
diberikan alasan yang tepat dalam hal MKN menolak. Sehingga 
memberikan keadilan untuk pihak pelapor, Penyidik maupun 
Notaris yang bersangkutan. 
3. Disatu sisi, ketika Penyidik telah melaksanakan sesuai prosedur, 
dan Notaris yang bersangkutan siap untuk hadir dalam sidang 
pemeriksaan di MKN Wilayah ketika menerima panggilan, 
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jiwa bahwa karena 
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kesibukan masing-masing Majelis Pemeriksa yang memiliki 
pekerjaan utama diluar juga sebagai MKN, tak dapat dipungkiri 
bahwa sidang pemeriksaan dapat kemungkinan ditunda apabila 
anggota dari Majelis Pemeriksa yang berwenang memeriksa serta 
mengeluarkan persetujuan atau penolakan tersebut tidak hadir 
secara lengkap, karena untuk melaksanakan sidang tersebut 
diwajibkan untuk ketiga anggota Majelis Pemeriksa hadir dan 
memberi keputusan. Apabila tidak maka akan terjadi cacat 
prosedur. Kondisi yang seperti itu juga dapat dikatakan sebagai 
hambatan dalam terlaksananya suatu peraturan yang dimaksud. 
4. Dalam wawancara bersama Bapak Jiwa, beliau mengatakan bahwa 
masih banyak Notaris yang belum terlalu memahami struktur 
kelembagaan MKN, sehingga beberapa Notaris belum mengetahui 
bagaimana proses yang harus dilalui ketika dipanggil atau dimintai 
keterangan oleh aparat penegak hukum apabila terjadi tindak 
pidana terkait minuta akta. Sebagai contoh Notaris baru yang 
berkedudukan di kabupaten Malang yang masih belum 
mengetahui keberadaan MKN itu sendiri.  
 
D. Upaya yang Dilakukan Oleh MKN untuk Mengatasi Hambatan 
dalam Pelaksanaan Kewenangan MKN sebagai Badan yang 
Berwenang Memberikan Persetujuan Pemanggilan Notaris 
Oleh Penyidik. 
Sementara ini, MKN Pusat setelah berlakunya Permenkumham Nomor 
7 Tahun 2016 masih terus melaksanakan penyempurnaan dibeberapa 
sektor, MKN Pusat menyoroti dua peran penting dari MKN yaitu sampai 
sejauh mana MKN menjaga marwah dan Kehormatan Notaris serta 
sejauh mana MKN bisa memberikan perlindungan hukum terhadap 
anggotanya. Beberapa diselengarakan sosialisasi mengenai struktur 
organisasi MKN yang dilakukan oleh MKN Wilayah di wilayah masing-
masing untuk memberikan pengetahuan kepada Notaris, terutama 
pada Notaris baru bahwa keberadaan MKN sebagai badan yang 







A. Pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan oleh 
Kepolisian setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 
2016 di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota 
Batu, didapatkan bahwa Kepolisian Malang Raya dalam pemanggilan 
Notaris terkait Minuta Akta telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 
UUJN, sejak diterbitkannya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu berdasarkan 
persetujuan MKN. Namun terkait pelaksanaannya di Malang Raya 
sendiri bahwa ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara 
maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat 
pelaksanaannya di lingkup Kepolisian sebagai salah satu Penegak 
Hukum yang berkewajiban mematuhi aturan tersebut. Baik dari segi 
substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pemanggilan Notaris tersebut banyak hal yang belum diatur 
sehingga tidak memberikan kepastian hukum, serta tidak adanya 
aturan mengenai sanksi baik didalam UUJN ataupun Permenkumham 
apabila Notaris dan Penegak Hukum tidak melaksanakan ketentuan 
tersebut membuat adanya celah untuk pihak-pihak terkait tidak 
melaksanakan ketentuan yang ada. 
 
B. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa 
Timur telah dilaksanakan dari awal terbitnya Peraturan Hukum dan 
HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu pada awal tahun 2016 dengan tahap 
awal mensosialisasikan keberaan MKN sebagai bentuk perlindungan 
terhadap profesi Notaris. Pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah Jawa 
Timur yang sesungguhnya dimulai pada awal tahun 2017 dengan 
banyaknya Notaris yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait 
Minuta Akta hingga tahun 2019, laporan atas Notaris masih banyak 
setiap tahunnya. Atas dasar permintaan Penyidik, Penuntut Umum 
maupun Hakim, MKNWilayah Jawa Timur telah melakukan berkali-kali 
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sidang pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun, 
tidak dipungkiri dalam melaksanakan kewenangannya tersebut MKN 
Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala atau 
hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan MKN Wilayah kurang 
dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor hambatan tersebut, baik dari 
segi Penegak Hukum disini adalah Penyidik yang secara administrasi 
yaitu pada surat permohonan pemanggilan Notaris yang masih banyak 
yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 
Tahun 2016 sehingga harus dikembalikan kepada Penyidik untuk 
melengkapinya, selain itu faktor utama yang mempengaruhi dan 
menunjang dilaksanakannya aturan tersebut adalah Notaris itu sendiri 
sebagai profesi yang dilindungi dengan dibentuknya MKN. Penegak 
hukum disini bukan hanya Kepolisian, tetapi Notaris juga sebagai pihak 
yang harus mematuhi permenkumham serta UUJN, kurang adanya 
kesadaran hukum untuk turut melaksanakan ketentuan dalam 
Permenkumham. Justru terdapat kasus Notaris menggugat surat 
jawaban dari MKN Wilayah, karena MKN Wilayah memberikan 
persetujuan kepada Penyidik untuk memanggil Notaris untuk 
melaksanakan Penyidikan di Kepolisian. 
 
5.2. SARAN 
A. Bagi Menteri Hukum dan HAM  
Saran yang diberikan dari hasil penelitian tesis ini adalah untuk 
Menteri Hukum dan HAM untuk lebih memperjelas aturan mengenai 
ketentuan pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta oleh MKN, 
melengkapi beberapa aturan baik dalam UUJN maupun dalam 
Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang 
pelaksanaannya terhadap pihak-pihak yang berkewajiban 
melaksanakan aturan tersebut, dan tidak merugikan pihak 
manapun. Serta memberikan aturan mengenai sanksi agar suatu 
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